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Pemerintah terus meningkatkan kualitas pelaksanaan jaminan pemenuhan 
kebutuhan dasar bagi masyarakat tidak mampu, yang selama ini 
dilaksanakan melalui Program Subsidi Raskin/Rastra. 
 
Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait pelaksanaan 
Program Subsidi Raskin/Rastra, maka Pemerintah telah menetapkan 
kebijakan transformasi Program Subsidi Raskin/Rastra menjadi Program 
Bantuan Sosial Pangan.  
  
Program Bantuan Sosial Pangan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Bantuan Sosial 
Beras Sejahtera (Bansos Rastra).  
 
Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan membutuhkan pemahaman, 
koordinasi, dan keselarasan dari seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Pedoman Umum Bansos Rastra ini diharapkan dapat 
memberikan pemahaman dan keselarasan dalam melaksanakan Program 
Bansos Rastra.  
 
Pedum Bansos Rastra ini disusun oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat dengan 
melibatkan Kementerian/Lembaga dan pihak terkait lainnya sesuai 
ketentuan yang berlaku. Pedum ini agar digunakan sebagai acuan bagi 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya dalam 
pelaksanaan kebijakan Program Bansos Rastra. 
 
Jakarta, Desember 2017 

 
ttd. 

 
PUAN MAHARANI 
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BAB 1

Pendahuluan
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A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 1945 secara eksplisit menyebutkan pangan sebagai 
salah satu hak asasi manusia. Untuk mengurangi beban 
pengeluaran rumah tangga miskin akibat krisis ekonomi tahun 
1997/1998, Pemerintah Indonesia melaksanakan subsidi beras 
untuk pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pangan 
masyarakat miskin. Program subsidi beras bagi masyarakat 
berpendapatan rendah yang dikenal dengan nama Rastra 
(Beras Sejahtera) ini disalurkan setiap bulan dengan alokasi 
sebesar 15 kg untuk setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima 
Manfaat (RTS-PM) dengan harga tebus Rastra sebesar 
Rp1.600,-/kg. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan 
sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat 
bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial 
(pangan). Hal ini disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat 
Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan 
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 
2016, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non 
tunai. Dari sisi penerima manfaat, penyaluran bantuan sosial 
non tunai akan mendorong perilaku produktif penerima 
bantuan dan mewujudkan akumulasi aset masyarakat melalui 
fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan kesempatan 
menabung. Sementara itu, dari sisi pemerintah, penyaluran 
bantuan sosial non tunai menggunakan sistem perbankan 
dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas program untuk kemudahan mengontrol, 
memantau, dan mengurangi penyimpangan. 

Bantuan Sosial Pangan dapat disalurkan dalam bentuk natura 
(beras) maupun dalam bentuk non tunai. Bantuan sosial 
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pangan dalam bentuk natura atau disebut sebagai Bantuan 
Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), diberikan dalam 
bentuk beras dan disalurkan setiap bulan tanpa adanya 
harga/biaya tebus. Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi 
beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat 
miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan 
pokok yang menjadi hak dasarnya. Sementara itu, bantuan 
pangan dalam bentuk non tunai atau disebut sebagai Bantuan 
Pangan Non Tunai (BPNT) dapat digunakan oleh penerima 
manfaat untuk membeli beras dan/atau telur, sesuai jumlah 
dan kualitas serta pada waktu dan tempat yang diinginkan. 
BPNT memiliki tujuan yang lebih luas yaitu untuk memberikan 
nutrisi yang lebih seimbang, memberikan pilihan dan kendali 
kepada rakyat miskin dan rentan, mendorong usaha eceran 
rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin 
dan rentan, serta mengefektifkan anggaran. 

Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai (BPNT) telah 
dilaksanakan sejak tahun 2017 di 44 kota terpilih dan akan 
diperluas secara bertahap. Perluasan cakupan BPNT tersebut 
dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah yang 
beragam, antara lain  kesiapan infrastruktur pembayaran dan 
jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan 
usaha eceran, serta dukungan Pemerintah Daerah. Sementara 
itu, wilayah yang tidak melaksanakan Program BPNT akan 
menerima bantuan sosial pangan dalam bentuk natura 
(Bansos Rastra).  

Untuk keberhasilan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial 
Pangan dibutuhkan suatu pedoman bagi para pengelola 
program, pelaksana kegiatan, dan pihak-pihak terkait lainnya. 

leh karena itu, dokumen ini merupakan Pedoman Umum 
Bansos Rastra yang disusun sebagai sebagai tuntunan dan 
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acuan pelaksanaan dan pengelolaan Program Bansos Rastra. 
dapun pelaksanaan Program BPNT mengacu pada Pedoman 

Umum Bantuan Pangan Non Tunai. Pedoman Umum Bansos 
Rastra ini berlaku mulai tahun anggaran 2018 dan 
dimaksudkan untuk digunakan oleh pengelola dan pelaksana 
Program Bansos Rastra, yaitu  Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, Pendamping Sosial, Perum BU , dan pihak terkait 
lainnya. 

 

B. a ar k  

1. n ang n ang r  a n  tentang 
Keuangan Negara ( embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200  Nomor 47, Tambahan embaran 
Negara Republik Nomor 4286)  

2. n ang n ang r  a n  tentang 
Kesejahteraan Sosial ( embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967)  

. n ang n ang r  a n  tentang 
Pelayanan Publik ( embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 50 8)  

4. n ang n ang r  a n  tentang 
Penanganan akir Miskin ( embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 52 5)  

5. n ang n ang r  a n  tentang 
Pangan ( embaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227, Tambahan embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 60)  

6. n ang n ang r  a n  tentang 
Pemerintahan Daerah ( embaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  

7. n ang n ang r  a n  tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan tas 
Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
( embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 244, Tambahan embaran Negara Nomor 5587)  

8. n ang n ang r  ta n  tentang 
nggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
nggaran 2018  

9. erat ran e er nta  r  a n  tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik ( embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 57)  

10. erat ran e er nta  r  a n  tentang 
Ketahanan Pangan dan i i ( embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5680)  

11. erat ran re en r  a n  tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana 
diubah dengan erat ran re en r  a n 

 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan ( embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 199)  

12. erat ran re en r  a n  tentang 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ( embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201  Nomor 191)  
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1 . erat ran re en r  a n  tentang 
rganisasi Kementerian Negara ( embaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)  
14. erat ran re en r  a n  tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 ( embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184)  

15. erat ran re en r  a n  tentang 
Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BU  
Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional ( embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105)  

16. n tr k  re en r  a n  tentang 
Kebijakan Pengadaan abah/Beras dan Penyaluran 
Beras oleh Pemerintah  

17. erat ran enter  ala  eger  r  a n 
 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan erat ran enter  
ala  eger  r  a n  tentang 

Perubahan tas Permendagri Nomor 1  Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10)  

18. erat ran enter  ala  eger  r  a n 
 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7)  

19. erat ran enter  al r  a n  
tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95)  

20. erat ran enter  al r  a n  
tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940)  

21. erat ran enter  e angan r 
.  a n  tentang Belanja Bantuan 
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Sosial Pada Kementerian Negara/ embaga 
sebagaimana telah diubah dengan erat ran enter  

e angan r .  a n  
tentang Perubahan tas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan 
Sosial Pada Kementerian Negara/ embaga (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147)  

22. erat ran enter  en a ag naan A arat r egara 
an e r a  B r ka  r  a n  tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170)  

2 . erat ran enter  en a ag naan A arat r egara 
an e r a  B r ka  r  a n  tentang 

Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27)  

24. e t an enter  al r  
tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu 
Program Penanganan akir Miskin  

25. e t an enter  al r  
tentang Penetapan ilayah Kerja Program Bansos 
Pangan di ingkungan Direktorat enderal Penanganan 

akir Miskin  
26. e t an enter  al r  

tentang Penetapan Perubahan Data Terpadu Program 
Penanganan akir Miskin Tahun 2017  

27. e t an enter  al tentang Penetapan umlah 
Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran 
Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan 
Non Tunai Tahun 2018  
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28. e t an enter  al tentang Penugasan Khusus 
Perum BU  dalam Program Bansos Rastra  

2 . rat enter  ala  eger  r .  
kepada ubernur tentang Pelaksanaan Program Rastra 
dan BPNT 2018  

. rat enter  ala  eger  r .  
kepada Bupati/ alikota tentang Pelaksanaan Program 
Rastra dan BPNT 2018. 
 

. etent an  

1. Ban  angan adalah bantuan sosial terkait pangan 
yang terdiri dari Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera 
(Bansos Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT). 

2. Ban  a tra Bera  e a tera  adalah program 
bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium 
kepada KPM sejumlah 10 kg setiap bulannya tanpa 
dikenakan harga/biaya tebus. 

. Bant an angan n na  B  adalah bantuan 
sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai 
dari pemerintah kepada KPM senilai Rp110.000 setiap 
bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang 
digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di 
pedagang bahan pangan atau disebut a o  yang 
bekerja sama dengan bank penyalur. 

4. Ber ta A ara era  er a BA  adalah Berita cara 
Serah Terima Bansos Rastra yang ditandatangani oleh 
Perum BU  dan Pelaksana Distribusi pada saat 
penyaluran Bansos Rastra di Titik Distribusi (TD).  

5.  adalah Daftar Penerima Manfaat Bansos Rastra 
yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk 
pelaksanaan Program Bansos Rastra. 
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6.  adalah Model Daftar Penerima Manfaat Bansos 
Rastra di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk 
penyaluran Bansos Rastra. DPM-1 telah mengakomodir 
hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel 
dan/atau Muscam.  

7.  adalah Model Daftar Penyaluran Bansos Rastra di 
TB/desa/kelurahan/pemerintahan setingkat sebagai 
bukti penyaluran Bansos Rastra kepada KPM. 

8. ata er a  r gra  enanganan ak r k n 
 adalah sistem data elektronik yang memuat 

informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 
40  rumah tangga dengan status kesejahteraan 
terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.  

9. r l r eka t la  enggant   adalah formulir 
pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil 
perubahan data KPM Bansos Rastra melalui mekanisme 
Mudes/Muskel dan/atau Muscam. 

10. el arga ener a an aat  adalah keluarga 
yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program 
Bansos Rastra.  

11. e a an Ban  a tra adalah kemasan berlogo Perum 
BU  sesuai dengan ketentuan   Kementerian Sosial. 

12. al ta  Ban  a tra adalah beras kualitas medium 
dari Perum BU  sesuai dengan ketentuan pada 
Kebijakan Perberasan yang berlaku.  

1 . ekan e e tak ran an r   adalah 
proses untuk memutakhirkan DT-PP M yang 
memberikan kesempatan kepada penduduk miskin dan 
rentan miskin untuk mendaftarkan diri secara aktif dan 
mandiri serta mengikuti proses yang transparan dan baku 
untuk masuk ke dalam DT-PP M, sehingga dapat 
dicalonkan sebagai penerima manfaat/peserta program 
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perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah.  

14. a ara  e a e a ara  el ra an 
kel  adalah forum pertemuan musyawarah di 

desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk 
memutakhirkan daftar KPM, yang melibatkan perangkat 
desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat, ketua RT/R , 
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat 
lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat serta Pendamping Sosial. 

15. a ara  e a atan a  adalah forum 
pertemuan musyawarah di kecamatan untuk melakukan 
koordinasi penyesuaian pagu Bansos Rastra dengan tidak 
mengubah jumlah pagu kecamatan, yang melibatkan 
aparatur kecamatan, kepala desa/lurah/kepala 
pemerintahan setingkat, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping 
Sosial. 

16. ag  Ban  a tra adalah alokasi jumlah Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra atau jumlah 
beras yang dialokasikan bagi KPM Bansos Rastra untuk 
tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada 
tahun tertentu. 

17. elak ana tr  adalah kelompok/tim kerja yang 
dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/ urah/Kepala 
Pemerintahan setingkat untuk menerima Bansos Rastra 
dari Perum BU  dan menyalurkannya kepada KPM.   

18. en a ng al adalah seseorang yang diberi tugas, 
fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial 
dan/atau Dinas Sosial di provinsi dan/atau 
kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk 
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melakukan pendampingan pelaksanaan program 
bantuan. Pendamping Sosial terdiri dari  Koordinator 
Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/Kota, 
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) 
Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, dan sisten 
Pendamping PKH untuk wilayah sulit dijangkau 
berdasarkan Peraturan Menteri Sosial. 

19. er a an a tar ener a an aat adalah kegiatan 
validasi KPM oleh mekanisme Mudes/Muskel dan/atau 
Muscam untuk menghasilkan KPM Bansos Rastra yang 
tepat dan dituangkan dalam DPM-1.  

20. et n k ekn  Ban  a tra adalah dokumen yang 
disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Eselon 1 di 
Kementerian Sosial berdasarkan Pedoman Umum 
Bansos Rastra. 

21. atker Ban  a tra er  B L  adalah satuan 
kerja pelaksana distribusi Bansos Rastra yang dibentuk 
dan ditetapkan oleh Perum BU . 

22. te  n r a  e e a teraan al  Next 
Generation  adalah suatu sistem informasi 
yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu  
pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi 
Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (Data Terpadu, Data 
Bantuan Sosial, dan Data PSKS), yang dilaksanakan 
secara berjenjang dan berkesinambungan (dari 
desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional) dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

2 . te  La anan an kan er a  L  adalah 
sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan 
masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian 
menghubungkan mereka dengan program dan layanan 
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yang dikelola oleh pemerintah (pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota) dan nonpemerintah sesuai dengan 
kebutuhan mereka. S RT juga membantu 
mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan 
miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan 
keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan 
tersebut ditangani dengan baik.  

24. rat er nta  en era an Barang B e i er  
r er  adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh 

Perum BU  untuk mengeluarkan dan menyerahkan 
Bansos Rastra. 

25. rat er nta  en al ran  adalah Surat Perintah 
Penyaluran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial 
kepada Perum BU  untuk menyalurkan Bansos Rastra 
ke TD. 

26. t k Bag  B  adalah lokasi penyerahan Bansos Rastra 
yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah 
disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat. 

27. t k tr   adalah fasilitas publik di 
desa/kelurahan sebagai tempat atau lokasi penyerahan 
Bansos Rastra dari Perum BU  kepada Pelaksana 
Distribusi di kantor/balai desa/kelurahan atau lokasi lain 
yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah 
kabupaten/kota dengan Perum BU . 

28.  r na  Ban  angan adalah tim yang 
dibentuk secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi, 
kabupaten/kota, kecamatan untuk menciptakan 
harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Program Bansos Pangan (Bansos 
Rastra dan BPNT) sehingga dapat dicapai hasil yang 
efektif. 
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29.  r na  enangg langan e k nan  
adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku 
kepentingan dalam mengkoordinasikan dan 
mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di 
daerah (provinsi dan kabupaten/kota). TKPK diketuai 
oleh akil Kepala Daerah ( akil ubernur, akil 
Bupati/ alikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala 
Bappeda di provinsi dan kabupaten/kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





BAB 2

Tujuan dan Manfaat
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A. Tujuan  

Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian 
bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM 
dengan jumlah/kuantum 10 kg setiap bulannya tanpa 
dikenakan harga/biaya tebus. 

 

B. Manfaat  

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, 
sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan 
penanggulangan kemiskinan. 

2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras 
tersedia di TD/TB), maupun ekonomi (disalurkan tanpa 
dikenakan harga/biaya tebus) kepada KPM. 

3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. 

4. Stabilisasi harga beras di pasaran. 

5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan 
menjaga stok pangan nasional. 

6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.  
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BAB 3

Pengelolaan dan  
Pengorganisasian
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Dalam rangka pelaksanaan Program Bansos Pangan (Bansos Rastra 
dan BPNT) perlu diciptakan harmonisasi dan sinergi antar 
Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat maupun antar 
institusi/OPD di tingkat daerah serta pihak terkait lainnya sehingga 
dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya, maka 
dibentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan di pusat, provinsi, 
kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi (terkait 
pelaksanaan Bansos Rastra) di desa/kelurahan/pemerintahan 
setingkat.  

Tim Koordinasi Bansos Pangan melaksanakan fungsi pengelolaan 
dan pengorganisasian pelaksanaan Program Bansos Rastra dan 
Program BPNT secara berjenjang. Terkait fungsi pengelolaan dan 
pengorganisasian Program BPNT oleh Tim Koordinasi Bansos 
Pangan secara berjenjang mengacu pada Pedoman Umum Bantuan 
Pangan Non Tunai. 

 

A. Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, 
dan pengendalian dalam perumusan kebijakan Program 
Bansos Pangan (Bansos Rastra dan BPNT) dengan membentuk 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat. 

1. Tugas  

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan 
pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, 
penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta 
pemantauan dan evaluasi.  
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. ungsi  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi 
Bansos Pangan Pusat mempunyai fungsi   

a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran 
Program Bansos Pangan  

b. Koordinasi penetapan pagu Program Bansos 
Pangan dan penyiapan data KPM Program Bansos 
Pangan serta pendistribusiannya kepada daerah  

c. Koordinasi penyusunan Pedoman Umum Program 
Bansos Pangan (Bansos Rastra dan BPNT)  

d. asilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program 
Bansos Pangan  

e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi  dan 

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program 
Bansos Pangan di provinsi dan kabupaten/kota. 

 

. tru tur dan K anggotaan Tim Koordinasi Bansos 
Pangan Pusat  

Struktur dan keanggotaan Tim Koordinasi Bansos 
Pangan Pusat diatur melalui Keputusan Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan. 
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B. Tim Koordinasi Bansos Pangan Pro insi  

ubernur bertanggung ja ab atas pelaksanaan Program 
Bansos Pangan (Bansos Rastra dan BPNT) di ilayahnya dan 
membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi. Tim 
tersebut berkoordinasi dengan Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan 
berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan 
Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi 
dibentuk sebagai berikut  

1. K dudu an  

Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi adalah pelaksana 
Program Bansos Pangan di provinsi yang berkedudukan 
di ba ah dan bertanggung ja ab kepada ubernur.  

. Tugas  

Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi mempunyai 
tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, 
sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan 
evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan dari 
masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim 
Koordinasi Bansos Pangan Pusat.  

. ungsi  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi 
Bansos Pangan Provinsi mempunyai fungsi   

a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan PBD 
untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos 
Pangan di provinsi  

b. asilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program 
Bansos Pangan  
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c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program 
Bansos Pangan di kabupaten/kota  

d. Pengelolaan dan penanganan pengaduan Program 
Bansos Pangan di provinsi  

e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota  
dan 

f. Pelaporan pelaksanaan Bansos Pangan yang 
ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri 
Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi 
Bansos Pangan Pusat. 

. tru tur Tim Koordinasi Bansos Pangan Pro insi  

Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi terdiri dari 
penanggung ja ab ( ubernur), ketua (Sekretaris 
Daerah), sekretaris (Kepala Dinas Sosial), dan beberapa 
unit kerja yang menangani urusan perencanaan, 
sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan 
evaluasi serta pengelolaan dan penanganan pengaduan 
yang ditetapkan dengan Keputusan ubernur.  

. K anggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pro insi  

Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi beranggotakan 
unsur unsur OPD terkait di provinsi, antara lain   
Sekretariat Daerah Provinsi, Dinas Sosial, Bappeda, OPD 
yang menangani urusan pangan, serta OPD terkait 
lainnya. Di samping itu, Tim Koordinasi ini juga dapat 
menyertakan unsur dari beberapa instansi vertikal yang 
ada di daerah, seperti  BPS, Perum BULO , Bank 
Penyalur (terkait BPNT) dan lembaga/pihak lain sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan daerah. 
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. Tim Koordinasi Bansos Pangan Ka u at n Kota  

Bupati/ alikota bertanggung ja ab atas pelaksanaan 
Program Bansos Pangan (Bansos Rastra dan BPNT) di 

ilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan 
Kabupaten/Kota. Tim tersebut berkoordinasi dengan Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 
Kabupaten/Kota dan berkoordinasi Tim Koordinasi Bansos 
Pangan Kecamatan serta Pelaksana Distribusi. Tim Koordinasi 
Bansos Pangan Kabupaten/Kota dibentuk sebagai berikut  

1. K dudu an  

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota adalah 
pelaksana Program Bansos Pangan di kabupaten/kota, 
yang berkedudukan di ba ah dan bertanggung ja ab 
kepada Bupati/ alikota.  

. Tugas  

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota 
mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, 
anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, 
pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, 
pengelolaan dan penanganan pengaduan serta 
melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos 
Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan 
Pusat. 

. ungsi  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi 
Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi   

a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan PBD 
untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos 
Pangan di kabupaten/kota  
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b) Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data KPM  

c) Sosialisasi Program Bansos Pangan di ilayah 
kabupaten/kota  

d) Perencanaan dan koordinasi penyaluran Program 
Bansos Pangan  

e) Koordinasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra 
dengan Perum BULO  yang juga merupakan salah 
satu penyedia bahan pangan untuk BPNT  

f) Koordinasi pelaksanaan penyaluran BPNT dengan 
Bank Penyalur  

g) Menyediakan pendamping dan/atau aparat 
setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, 
pemutakhiran data KPM dan pelaksanaan 
penyaluran Bansos Pangan  

h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program 
Bansos Pangan di kecamatan, desa/kelurahan/ 
pemerintahan setingkat  

i) Pengelolaan dan penanganan pengaduan Program 
Bansos Pangan di kabupaten/kota  

j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan 
Pelaksana Distribusi di desa/kelurahan/ 
pemerintahan setingkat  dan 

k) Pelaporan pelaksanaan Program Bansos Pangan 
kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat. 
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. tru tur Tim Koordinasi Bansos Pangan 
Ka u at n Kota  

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terdiri 
dari penanggung ja ab (Bupati/ alikota), ketua 
(Sekretaris Daerah), sekretaris (Kepala Dinas Sosial), dan 
beberapa unit kerja yang menangani urusan 
perencanaan, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, 
pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta 
pengelolaan dan penanganan pengaduan yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ alikota. 

. K anggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan 
Ka u at n Kota  

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota 
beranggotakan unsur unsur OPD terkait di 
kabupaten/kota, antara lain  Sekretariat Daerah 
Kabupaten/Kota, Dinas Sosial, Bappeda, OPD yang 
menangani urusan pangan serta OPD terkait lainnya. Di 
samping itu, Tim Koordinasi ini juga dapat menyertakan 
unsur dari beberapa instansi vertikal yang ada di daerah, 
yaitu  BPS, Perum BULO , Bank Penyalur (terkait BPNT) 
dan lembaga/pihak lain sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan daerah. 

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dibantu 
oleh Koordinator Kabupaten/Kota PK  dan Koordinator 
Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam 
pendampingan Program Bansos Pangan. 
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. Tim Koordinasi Bansos Pangan K amatan  

amat bertanggung ja ab atas pelaksanaan Program Bansos 
Pangan (Bansos Rastra dan BPNT) di ilayahnya dan 
membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan, 
sebagai berikut  

1. K dudu an  

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan adalah 
pelaksana Program Bansos Pangan di kecamatan yang 
berkedudukan di ba ah dan bertanggung ja ab kepada 

amat.  

. Tugas  

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan mempunyai 
tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, 
pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan 
penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan 
pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim 
Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. 

. ungsi  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi 
Bansos Pangan Kecamatan mempunyai fungsi   

a) Koordinasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di 
kecamatan  

b) Perencanaan penyaluran Program Bansos Pangan di 
kecamatan  

c) Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data KPM di 
kecamatan  

d) Sosialisasi Program Bansos Pangan di kecamatan  
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e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program 
Bansos Pangan  

f) Pengelolaan dan penanganan pengaduan Program 
Bansos Pangan  

g) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi di 
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat  dan 

h) Pelaporan pelaksanaan Program Bansos Pangan 
kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan 
Kabupaten/Kota. 

. tru tur Tim Koordinasi Bansos Pangan K amatan  

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan terdiri dari  
penanggung ja ab ( amat), ketua, sekretaris, dan 
beberapa bidang antara lain  perencanaan, 
pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan 
penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta penanganan 
pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan amat. 

. K anggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan 
K amatan 

Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan 
tediri dari unsur unsur instansi terkait di kecamatan, 
antara lain  Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan 
Sosial dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). 

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dibantu oleh 
TKSK dan Pendamping PK  dalam pendampingan 
pelaksanaan Program Bansos Pangan. 
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. P a sana istri usi Bansos astra di sa K ura an  
P m rinta an ting at  

Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat 
bertanggung ja ab atas pelaksanaan Program Bantuan 
Pangan. Terkait Program Bansos Rastra, Kepala 
Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat membentuk 
Pelaksana Distribusi Bansos Rastra sebagai berikut   

1. K dudu an  

Pelaksana Distribusi Bansos Rastra berkedudukan di 
ba ah dan bertanggung ja ab kepada Kepala 
Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat. 

. Tugas  

Pelaksana Distribusi Bansos Rastra mempunyai tugas  
berkoordinasi dengan Perum BULO , memeriksa 
kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan 
oleh Perum BULO  di Titik Distribusi (TD), 
melaksanakan sosialisasi, menyalurkan Bansos Rastra 
kepada KPM serta menyelesaikan administrasi 
pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra. 

. ungsi  

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi   

a. Koordinasi dengan Perum BULO  terkait 
pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra  

b. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra 
yang diterima dari Perum BULO  di Titik 
Distribusi (TD)  

c. Sosialisasi Bansos Rastra kepada masyarakat 
khususnya KPM  
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d. Penyaluran Bansos Rastra kepada KPM tanpa 
melakukan pungutan biaya apapun  

e. Penyelesaian administrasi pelaksanaan/ 
penyaluran Bansos Rastra, antara lain  
penyediaan DPM  untuk penyaluran Bansos 
Rastra, penandatanganan Berita cara Serah 
Terima (B ST) di TD, dan membuat daftar 
realisasi penyaluran beras Bansos Rastra sesuai 
Model DPM  dan 

f. Melaporkan dokumen administrasi yang tersebut 
pada butir (e) dengan merujuk pada Bab  

Mekanisme Pelaksanaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB 4

Mekanisme  
Pelaksanaan



PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA30

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Bansos Rastra 

Dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra diperlukan 
panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan menjadi 
pedoman berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, 
kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan/ 
pemerintahan setingkat, maupun pihak lain yang terkait dalam 
pelaksanaan Program Bansos Rastra.  

Panduan pelaksanaan Program Bansos Rastra terdiri dari 
Pedoman Umum Bansos Rastra, Petunjuk Teknis Bansos 
Rastra dan Pedoman Khusus terkait Bansos Rastra. 

1. Penyusunan Pedoman Umum Bansos Rastra 

Pedoman Umum Bansos Rastra adalah panduan 
pelaksanaan Bansos Rastra untuk tingkat nasional yang 
diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/ 
Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun 
kabupaten/kota. Pedum ini memuat kebijakan umum 
yang mengatur pelaksanaan Program Bansos Rastra 
yang berlaku secara nasional.  

Pedum Bansos Rastra disusun oleh Tim Koordinasi Rastra 
Pusat dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi yang berkembang.  

Pedum Bansos Rastra diterbitkan dalam bentuk buku dan 
dapat diunduh pada laman Kemenko Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(www.kemenkopmk.go.id), Kemendagri 
(www.raskin.bangda.kemendagri.go.id), Kementerian 
Sosial (www.kemsos.go.id), Kementerian PPN/Bappenas 
(www.bappenas.go.id), dan Perum BULOG 
(www.bulog.co.id). 
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. Penyusunan Petun uk ekn s Bansos Rastra 

Berdasarkan Pedoman Umum Bansos Rastra, Pejabat 
selon  di Kementerian Sosial yang bertanggung jawab 

terhadap Program Bansos Rastra menyusun dan 
menetapkan Petunjuk Teknis Bansos Rastra sesuai pasal 

 dalam Peraturan Menteri Keuangan 
No. /PMK. /  tentang Perubahan tas Peraturan 
Menteri Keuangan No. /PMK. /  tentang Belanja 
Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga Negara. 

 

si dari Petunjuk Teknis Bansos Rastra mengacu pada 
pasal  dalam Peraturan Menteri Keuangan 
No. /PMK. /  tentang Perubahan tas Peraturan 
Menteri Keuangan No. /PMK. /  tentang Belanja 
Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga Negara dan 
pasal  dalam Peraturan Menteri Keuangan 
No. /PMK. /  tentang Belanja Bantuan Sosial 
pada Kementerian/Lembaga Negara. 

. Penyusunan Pedoman usus terka t Bansos Rastra 

Pedoman Khusus terkait Program Bansos Rastra disusun 
oleh K/L tertentu sebagai panduan pelaksanaan 
kebijakan yang menjadi tanggung jawab K/L sesuai 
dengan tugas dan fungsi K/L tersebut, seperti Pedoman 
Khusus Pengelolaan Pengaduan Bantuan Sosial Pangan 
yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 
Pedoman Khusus dimaksud mengacu pada Pedoman 
Umum Bansos Rastra dan dapat ditinjau ulang untuk 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 
berkembang.  
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B. Peneta an Pa u Bansos Rastra 

Menteri Sosial menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pagu 
Bansos Rastra provinsi, kabupaten/kota dan 
menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan menyampaikan pagu Bansos Rastra provinsi, 
kabupaten/kota kepada Gubernur dan Bupati/ alikota (c. . 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). 

Pagu Bansos Rastra Provinsi merupakan jumlah KPM Bansos 
Rastra di setiap provinsi.  

Pagu Bansos Rastra Kabupaten/Kota merupakan jumlah KPM 
Bansos Rastra di setiap kabupaten/kota. Pagu Bansos Rastra 
untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Sosial 
pada waktu penetapan pagu provinsi. 

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat membuat 
kebijakan belanja bantuan sosial pada PBD untuk menambah 
pagu Penerima Bansos Rastra bagi keluarga yang tidak 
terdapat dalam Daftar KPM, namun terdapat dalam DT PP M 
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali 
ditentukan lain dalam ketentuan perundang undangan.   

Kebijakan Bansos Rastra dengan pembiayaan PBD dapat 
disesuaikan dengan kebijakan Bansos Rastra dengan 
pembiayaan PBN.  
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. Pener ma an aat Bansos Rastra 

. Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga 
dengan kondisi sosial ekonomi  terendah di daerah 
pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang namanya termasuk di 
dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.  

. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu 
Program Penanganan akir Miskin, selanjutnya disebut 
DT PP M yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis 
Data Terpadu (PBDT) di tahun .  

. DT PP M dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data 
Terpadu Program Penanganan akir Miskin, selanjutnya 
disebut Pokja Data yang dibentuk melalui Surat 
Keputusan Menteri Sosial No. / UK/  tanggal  
September  yang diperbaharui melalui Surat 
Keputusan Menteri Sosial No. / UK/  tanggal  
Maret . Pokja Data terdiri dari  Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik 
(BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP K).  

. Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos 
Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (c. . Tim 
Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) 
melalui aplikasi S KS NG. 

. Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling 
sedikit memuat informasi sebagai berikut  
a. Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus 

Keluarga/ stri  
b. Nama Kepala Keluarga  
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c. Nama nggota Keluarga Lainnya  
d. lamat Tinggal Keluarga  
e. Kode Unik Keluarga dalam DT PP M. 

 

. Peruba an a tar Pener ma an aat P    

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan 
karakteristik KPM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, 
dimungkinkan perubahan DPM Bansos Rastra dengan 
penjelasan sebagai berikut  

. Perubahan/pembaharuan DPM Bansos Rastra dilakukan 
melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun 
pelaksanaan Program Bansos Rastra, dengan melibatkan 
Ketua RT/R , tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur 
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat setempat serta Pendamping Sosial. 

. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang 
diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/ 
masuk ke dalam DPM. 

. Keluarga peserta Program Keluarga arapan (PK ) harus 
mendapatkan Bansos Rastra dan tidak boleh dikeluarkan 
dari DPM Bansos Rastra. 

. KPM Bansos Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari 
DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar 
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, KPM yang 
seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, KPM yang 
tercatat ganda atau lebih serta KPM yang menolak Bansos 
Rastra. KPM Bansos Rastra yang Pasangan Kepala 
Keluarga/Pengurus Keluarga/ strinya meninggal tetap 
memperoleh haknya. Bansos Rastra diberikan kepada 
Kepala Keluarga atau nggota Keluarga lain dan dilakukan 
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mekanisme perubahan data dalam DPM. Bagi KPM yang 
tercatat ganda (dua kali atau lebih) pada DPM Bansos 
Rastra, maka dapat dilakukan penggantian bagi 
pencatatan KPM yang kedua atau lebih. 

. Keluarga yang dapat dimasukkan menjadi KPM Pengganti 
adalah keluarga dari Data Terpadu Program Penanganan 

akir Miskin (DT PP M) yang dianggap layak berdasarkan 
hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam. DT PP M tersebut 
tersedia di Dinas Sosial Kabupaten/Kota. 

. Dalam hal tidak ada lagi KPM Pengganti di 
desa/kelurahan/pemerintah setingkat tersebut yang dapat 
diambil dari DT PP M, maka pagu/kuota kosong yang 
tersisa di desa/kelurahan tersebut dapat dialihkan ke 
desa/kelurahan lain melalui Musyawarah Kecamatan 
(Muscam). Muscam dilaksanakan dengan melibatkan 
Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain 
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat 
serta Pendamping Sosial. Pelaksanaan Muscam harus 
dilengkapi dengan Berita cara (B ) Muscam serta 
dilaporkan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan 
kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota 
(c. . Dinas Sosial) untuk dilakukan penetapan kuota 
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang baru serta 
untuk dilakukan Perubahan Daftar KPM melalui aplikasi 
S KS NG. Penggunaan aplikasi S KS NG diatur dalam 
pedoman terpisah yang diterbitkan oleh Kementerian 
Sosial. 

. ika Mudes/Muskel mengidentifikasi bahwa terdapat 
keluarga yang berhak menerima Bansos Rastra namun 
belum terdapat dalam DT PP M, maka keluarga tersebut 
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dapat melakukan pendaftaran aktif untuk diproses masuk 
ke dalam DT PP M melalui S KS NG atau sistem aplikasi 
lain yang terhubung dengan S KS NG (seperti  Sistem 
Layanan dan Rujukan Terpadu/SLRT, Mekanisme 
Pemutakhiran Mandiri/MPM, dan lainnya). Pelaksanaan 
pendaftaran aktif diatur dalam pedoman terpisah. 

. Daftar akhir KPM Bansos Rastra termasuk perubahannya 
bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM  
Bansos Rastra. 

. Setelah DPM  diterbitkan di tingkat 
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat sebagai hasil 
Mudes/Muskel dan/atau Muscam, penyaluran Bansos 
Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan, 
kecuali untuk KPM Pengganti. Penyaluran Bansos Rastra 
untuk KPM Pengganti dapat dilakukan setelah penetapan 
dari Kementerian Sosial. 

. pabila Mudes/Muskel dan/atau Muscam diselenggarakan, 
maka harus dilengkapi dengan Berita cara (B ), ormulir 
Rekapitulasi Pengganti ( RP) dan DPM . ormat B , RP, 
dan DPM  terdapat pada Lampiran Pedum. 

. Dokumen B  Mudes/Muskel dan/atau Muscam, RP dan 
DPM  dilaporkan oleh desa/kelurahan/pemerintahan 
setingkat dan/atau kecamatan kepada Tim Koordinasi 
Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c. . Dinas Sosial). 
Bupati/ alikota melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan 
Kabupaten/Kota mengirimkan salinan elektronik dokumen 
perubahan DPM Bansos Rastra kepada Direktorat enderal 
Penanganan akir Miskin (P M) Kementerian Sosial 
dengan tembusan kepada Gubernur (c. . Tim Koordinasi 
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Bansos Pangan Provinsi) selambat lambatnya diterima 
pada tanggal  setiap bulannya. 

. Daftar KPM Pengganti ditetapkan oleh Dirjen P M 
Kementerian Sosial pada tanggal  setiap bulannya. 
Selanjutnya Daftar KPM Pengganti yang telah ditetapkan 
disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Tim 
Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. 

 

. Pelun uran dan os al sas  Bansos Rastra 

. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan dan/atau Menteri Sosial melakukan 
peluncuran Program Bansos Rastra Nasional untuk tahun 
berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat 
pusat dan daerah. 

. Peluncuran Program Bansos Rastra Nasional dapat diikuti 
peluncuran Program Bansos Rastra di provinsi oleh 
Gubernur. 

. Sosialisasi Program dan Pagu Bansos Rastra dapat 
dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan 
oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan. 

. Peluncuran dan sosialisasi Program Bansos Rastra di 
provinsi serta kabupaten/kota dapat dilaksanakan tanpa 
harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi 
Program Bansos Rastra Nasional. 

. Sosialisasi Program Bansos Rastra secara umum 
dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi 
yang terdapat pada Lampiran Pedum. 

. Pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra di awal tahun 
tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi 
Program Bansos Rastra. 
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. Pemantauan dan aluas   

. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran 
Bansos Rastra kepada KPM, maka Tim Koordinasi Bansos 
Pangan melakukan Pemantauan dan valuasi (P ) 
pelaksanaan Program Bansos Rastra. 

. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi 
permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program 
Bansos Rastra pada seluruh tahapan agar dapat 
diupayakan alternatif pemecahannya.  

. Tim Koordinasi Bansos Pangan melakukan P  ke jenjang 
yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.  

. Kegiatan P  oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi 
dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan 
P  oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota 
dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota. 

. aktu pelaksanaan P  Program Bansos Rastra dilakukan 
secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik. 

. Kegiatan P  dilaksanakan dengan metode kunjungan 
lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, 
pemantauan media, dan pelaporan. 

. Pemantauan pelaksanaan Program Bansos Rastra pada 
berbagai tingkatan dapat menggunakan 
instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada 
Lampiran Pedum sebagai panduan. 
 

. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra sam a  t k 
str bus    

. Kementerian Sosial memberikan penugasan kepada 
Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan dan 
penyaluran Bansos Rastra sampai ke TD.  
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. Setiap bulan Kementerian Sosial menerbitkan Surat 
Perintah Penyaluran kepada Perum BULOG untuk 
penyaluran Bansos Rastra ke TD. 

. Perum BULOG bertanggung jawab menyalurkan Bansos 
Rastra sampai ke TD. 

. Berdasarkan penugasan dan Surat Perintah Penyaluran 
dari Kementerian Sosial, Perum BULOG menerbitkan 
Surat Pernyataan Tanggung awab Mutlak Penyaluran 
Bansos Rastra. 

. Berdasarkan Surat Perintah Penyaluran dari Kementerian 
Sosial, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO Bansos 
Rastra. 

. Sesuai dengan SPPB/DO, Perum BULOG melalui Satker 
Bansos Rastra menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD, 
termasuk apabila terjadi penggantian dan/atau 
penyaluran kekurangan beras. 

. Bansos Rastra disalurkan oleh Perum BULOG dalam 
kemasan berlogo Perum BULOG sesuai ketentuan 
Kementerian Sosial.  

. Perum BULOG berkoordinasi dengan pemerintah 
kabupaten/kota mengenai jadwal dan tempat/lokasi 
penyaluran. Kesepakatan tertulis mengenai jadwal dan 
tempat/lokasi penyaluran yang dibuat oleh Perum 
BULOG dengan pemerintah kabupaten/kota dilaporkan 
kepada Kementerian Sosial (c. . Direktorat enderal 
P M) melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan 
Kabupaten/Kota (Dinas sosial) dengan tembusan kepada 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi (c. . Dinas Sosial 
Provinsi). ormat kesepakatan tertulis tersebut merujuk 
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pada B  Koordinasi yang terdapat pada Lampiran 
Pedum. 

. Sebelum pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra ke TD, 
dapat dilakukan pemeriksaan kualitas oleh Tim 
Koordinasi Bansos Pangan dan/atau Pelaksana Distribusi 
di Gudang Perum BULOG yang dibuktikan dengan Berita 

cara yang ditandatangani oleh Tim Koordinasi Bansos 
Pangan Kabupaten/Kota/Kecamatan dan/atau Pelaksana 
Distribusi serta Perum BULOG. Berita cara dimaksud 
dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan 
Kabupaten/Kota (c. . Dinas Sosial). 

. Pelaksana Distribusi harus melakukan pemeriksaan 
kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan 
oleh Satker Bansos Rastra Perum BULOG di TD. 

. Serah terima Bansos Rastra antara Satker Bansos Rastra 
Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dilakukan di 
TD dan dibuat B ST yang ditandatangani oleh kedua 
belah pihak. B ST dibuat rangkap  (dua) untuk disimpan 
oleh masing masing pihak. ormat B ST terdapat pada 
Lampiran Pedum. B ST diperlukan sebagai dasar 
penagihan Perum BULOG kepada Kementerian Sosial 
untuk pencairan dana Bansos Rastra. 

. Dalam hal kuantitas dan/atau kualitas Bansos Rastra yang 
diserahkan oleh Perum BULOG di TD tidak sesuai 
sebagaimana tertuang dalam dokumen B ST, maka 
Perum BULOG dalam waktu selambat lambatnya  
jam harus memenuhi kekurangan kuantitas Bansos 
Rastra dan/atau menggantinya dengan kualitas yang 
sesuai. Segala biaya yang timbul dari hal ini seluruhnya 
menjadi tanggung jawab Perum BULOG. turan  
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jam di atas dikecualikan bagi wilayah yang tidak dapat 
menyalurkan Bansos Rastra secara rutin setiap bulan 
(merujuk butir ). Pemenuhan kuantitas dan kualitas 
Bansos Rastra oleh Perum BULOG bagi wilayah yang 
dikecualikan tersebut harus dilakukan pada saat 
penyaluran Bansos Rastra berikutnya. Perum BULOG 
tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan Bansos 
Rastra yang telah dinyatakan sesuai ketentuan oleh 
Pelaksana Distribusi setelah B ST ditandatangani. 

. Pada prinsipnya waktu penyaluran Bansos Rastra 
dilakukan setiap bulan. Dalam hal penyaluran Bansos 
Rastra tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bulan 
karena kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain 
kondisi geografis, iklim/cuaca, hambatan transportasi, 
maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota 
mengajukan usulan perubahan waktu penyaluran Bansos 
Rastra kepada Kementerian Sosial (c. . Direktorat 
enderal P M) untuk mendapatkan persetujuan dengan 

tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan 
Provinsi. Mekanisme pengajuan diatur lebih lanjut dalam 
Petunjuk Teknis Bansos Rastra. 

 

. Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra dar  t k str bus  
 ke t k Ba  B  sam a  ke P   

. Penyaluran Bansos Rastra dari TD ke TB sampai ke KPM 
menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. 

. Pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra di TB kepada 
KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan 
menyerahkan Bansos Rastra sejumlah  kg setiap bulan. 
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. KPM menerima Bansos Rastra dari Pelaksana Distribusi di 
TB tanpa dikenakan biaya apapun. 

. TB ditetapkan di tempat/lokasi strategis yang mudah 
dijangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang 
dikeluarkan KPM untuk pengambilan Bansos Rastra 
dapat diminimalkan. TB dilengkapi dengan penanda 
tempat/lokasi penyaluran Bansos Rastra. 

. Untuk KPM berkebutuhan khusus (seperti  KPM lansia, 
penyandang disabilitas), maka Pelaksana Distribusi di 
tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat 
didukung oleh Pendamping Sosial melakukan upaya aktif 
penyaluran Bansos Rastra sampai ke KPM.  

. Pada saat penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, 
Pelaksana Distribusi menyediakan formulir DPM  untuk 
dilengkapi dan ditandatangani oleh perwakilan KPM 
yang menerima Bansos Rastra tersebut. Dokumen DPM

 menjadi bukti realisasi penyaluran Bansos Rastra 
kepada KPM. ormat DPM  terdapat pada Lampiran 
Pedum. 

. Dokumen DPM  untuk setiap penyaluran Bansos Rastra 
langsung dilaporkan oleh Pelaksana Distribusi kepada 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c. . 
Dinas Sosial) dengan tembusan Tim Koordinasi Bansos 
Pangan Kecamatan. Dinas Sosial selanjutnya 
menyampaikan dokumen DPM  versi elektronik 
(softcopy) kepada Kementerian Sosial. Hardcopy DPM  
disimpan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota. 

. Dokumen DPM  dan DPM  diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan pemeriksaan/audit atas Program 
Bansos Rastra.  
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. Dalam hal di TB terdapat Bansos Rastra yang telah  (dua) 
bulan atau lebih tidak tersalurkan kepada KPM yang 
terdapat dalam DPM , maka Pelaksana Distribusi 
melaporkan jumlah Bansos Rastra yang tidak tersalurkan 
kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota 
(c. . Dinas Sosial). pabila memerlukan penggantian 
KPM, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota 
mengajukan KPM Usulan melalui S KS NG untuk 
menerima Bansos Rastra yang tidak tersalurkan tersebut 
dengan persetujuan Kementerian Sosial sesuai dengan 
aturan penggantian KPM. 
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. Pemb ayaan  

. Mekanisme pembayaran Bansos Rastra diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Belanja 
Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga Negara.  

. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program 
Bansos Rastra, seperti  biaya distribusi, sosialisasi, 
koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pengaduan 
dialokasikan pada Biaya Operasional/ af ard  dari 

PBN, PBD dan/atau Perum BULOG. 

. Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) 
mengalokasikan PBD untuk mendukung penyaluran 
Bansos Rastra sampai ke KPM. Penyediaan anggaran 
tersebut mencakup antara lain untuk  biaya angkut dari 
TD ke TB, biaya angkut dari TB ke KPM bagi KPM yang 
berkebutuhan khusus, biaya operasional pengelolaan 
program, biaya sosialisasi program kepada masyarakat, 
biaya pengelolaan dan penanganan pengaduan, dan 
tambahan alokasi di luar pagu yang ditetapkan maupun 
tambahan alokasi untuk KPM di dalam pagu yang 
ditetapkan. 
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BAB 5

Pengendalian
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A. Pengawasan  

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra 
dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP) K/L dan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

B. Pelaporan  

1. Pelaksana Distribusi Bansos Rastra melaporkan 
pelaksanaan Program Bansos Rastra kepada Tim 
Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan secara periodik 
setiap bulan.  

2. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan melaporkan 
pelaksanaan Program Bansos Rastra kepada Tim 
Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota secara 
periodik setiap bulan. 

3. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota 
melaporkan pelaksanaan Program Bansos Rastra kepada 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi secara periodik 
setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris 
TKPKD (Kepala Bappeda) di kabupaten/kota setempat. 

4. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melaporkan 
pelaksanaan Program Bansos Rastra kepada Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat, dengan tembusan 
kepada Sekretaris TKPK Provinsi (Kepala Bappeda) 
setempat secara periodik setiap semester. 
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. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Bansos Pangan 
dibuat oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat, 
Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun. 

. Perum B L  melaporkan pelaksanaan pendistribusian 
Bansos Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Bansos 
Pangan Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
setiap bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





BAB 6

Pengaduan
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1. Pengaduan Program Bansos Rastra dapat berupa apresiasi, 
permintaan informasi, dan keluhan. 

2. Pengaduan terkait keluhan dapat berupa: pelaksanaan 
program, kepesertaan, jumlah dan kualitas Bansos Rastra, 
waktu penyaluran, dan penyalahgunaan bantuan.  

3. Pengaduan dapat dilaporkan kepada pengelola program di 
lapangan dengan menghubungi: 
a. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi; 
b. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota; 
c. Aparat Desa/ Kelurahan/Pemerintahan setingkat; 
d. Pendamping Sosial; dan 
e. Perum BULOG. 

4. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui Sistem 
Pengelolaan Pengaduan (SPP) Bansos Rastra 
menggunakan aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan 
Pengaduan Online Masyarakat). Masyarakat dapat 
menyampaikan pengaduan melalui saluran SMS dan Web. 
Pengaduan melalui SMS dikirim ke nomor 1708 dengan 
format:  R(spasi)#provinsi#kab/kota#kecamatan# 
kelurahan/desa#aduan. Sedangkan pengaduan melalui 
Web dapat disampaikan pada situs www.lapor.go.id. 

5. Pencantuman tempat/lokasi yang rinci sampai ke tingkat 
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada setiap 
pengaduan diperlukan agar dapat ditindaklanjuti secara 
tuntas oleh pengelola pengaduan Bansos Rastra.  

6. Merujuk butir nomor 3 di atas, pengaduan yang berasal dari 
tatap muka/kunjungan masyarakat ke Tim Koordinasi 
Bansos Pangan, baik di tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam 
sistem LAPOR! oleh administrator pada Tim Koordinasi 
Bansos Pangan di setiap tingkatan pemerintahan tersebut. 
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. Pengelolaan pengaduan Bansos Rastra melibatkan K/L 
terkait di tingkat pusat, pemerintah daerah (provinsi dan 
kabupaten/kota), dan Perum BULOG.  

. Kementerian Dalam egeri (Kemendagri) bertanggung 
jawab menyusun Pedoman Khusus Pengelolaan 
Pengaduan Bansos Pangan (termasuk di dalamnya Bansos 
Rastra) dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan 
pengelolaan pengaduan Bansos Rastra, termasuk 
pengelolaan basis data administrator pengaduan di tingkat 
pusat dan daerah serta pelatihan bagi pengelola dan 
administrator pengaduan Bansos Rastra.  

. Pengelola pengaduan Bansos Rastra adalah Sekretariat 
Daerah dan/atau Dinas Sosial di setiap provinsi dan 
kabupaten/kota serta Perum BULOG.  

1 . Setiap K/L terkait, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, dan Perum BULOG menunjuk 1 (satu) 
pejabat pengelola dan paling sedikit 1 (satu) administrator 
sebagai pengelola pengaduan Bansos Rastra.  

11. Untuk dapat melakukan pengelolaan pengaduan Bansos 
Rastra, setiap administrator pada K/L terkait, pemerintah 
daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan Perum BULOG 
wajib memiliki akun admin LAPOR!. 

12. Akun admin LAPOR! disampaikan oleh Kemendagri 
kepada para administrator pusat dan daerah (provinsi dan 
kabupaten/kota) serta Perum BULOG. 

13. Pengelola pengaduan di tingkat pusat, pemerintah daerah 
(provinsi dan kabupaten/kota), dan Perum BULOG 
membuat laporan tentang penyelenggaraan pengelolaan 
pengaduan Bansos Rastra serta memberikan rekomendasi 
untuk perbaikan program. Laporan tersebut disampaikan 
secara berkala setiap triwulan kepada Direktur enderal 
Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam egeri 
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dengan tembusan kepada Direktur enderal Penanganan 
akir Miskin, Kementerian Sosial. 

14. al hal lebih rinci terkait pengelolan pengaduan Bansos 
Rastra diatur di dalam Pedoman Khusus Pengaduan 
Bansos Pangan melalui Surat daran (S ) Menteri Dalam 

egeri. 
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BAB 7

Lain-Lain
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Pedoman Umum Bansos Rastra ini mengatur dengan lebih rinci hal-
hal yang telah termuat dalam surat tentang Penetapan Pagu 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan diterbitkannya Pedoman 
Umum Bansos Rastra maka Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017 
dinyatakan tidak berlaku.  

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur 
kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan 
perbaikan seperlunya. 
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BAB 8

Penutup
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Bansos Rastra merupakan hak masyarakat miskin dan rentan yang 
diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu 
mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras 
berkualitas medium sejumlah 10 kg setiap bulan tanpa dikenakan 
harga/biaya tebus.  

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka akan 
diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan yang berlaku. 
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BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN PROGRAM BANSOS RASTRA 
 

Desa/Kelurahan : ____________________ Kabupaten/Kota : ____________________ 
Kecamatan : ____________________ Provinsi : ____________________ 

Untuk pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra tahun …., masyarakat Desa/Kelurahan ……………….... Kecamatan………………..., 
Kabupaten/Kota …………………….., Provinsi …………..........sudah menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada: 

Hari         :  …………....…………....…………....………….... 
Tanggal    :  …………....…………....…………....………….... 

Dengan peserta sebagai berikut: 
1. Aparat Desa/ Kelurahan  ……………………. Orang 
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat  ……………………. Orang 
3. Perwakilan KPM Bansos Rastra....... 
4. Pendamping Sosial 

……………………. Orang 
……………………. Orang 

 
Dengan kesepakatan sebagai berikut: 

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini: 
1. Jumlah KPM dalam DPM ……………Keluarga 
2. Jumlah KPM yang diganti karena  

a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) ……………Keluarga 
b. Seluruh anggota keluarga meninggal (tanpa ahli waris) ……………Keluarga 
c. Keluarga tercatat dua kali atau lebih dalam DPM awal ……………Keluarga 
d. Keluarga menolak Bansos Rastra ……………Keluarga 

3. Jumlah KPM pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah ……………Keluarga 
dan menyatakan bahwa jumlah KPM yang diganti adalah sama dengan jumlah KPM pengganti. 

 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 
………………………….,……………………........ 

em a                          a al  
 

Kepala Desa/Lurah, 
 

 
(Tanda Tangan & Stempel) 

 
(………………………………………) 

Nama Jelas 

Ketua BPD/Dekel, 
 
 

(Tanda Tangan & Stempel) 
 

(………………………………………) 
Nama Jelas 

Perwakilan TokohAgama/Masyarakat, 
 
 

(Tanda Tangan/Cap Jari) 
 

(………………………………………) 
Nama Jelas 

   
Perwakilan KPM, 

 
 

(Tanda Tangan/Cap Jari) 
 

(………………………………………) 
Nama Jelas 

Perwakilan KPM, 
 
 

(Tanda Tangan/Cap Jari) 
 

(………………………………………) 
Nama Jelas 

Perwakilan KPM, 
 
 

(Tanda Tangan/Cap Jari) 
 

(………………………………………) 
Nama Jelas 

 

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

CONTOH BERITA ACARA MUDES/MUSKEL 
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BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN ………………… 

 
Untuk pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra …, maka pada hari ini: ……………. tanggal …………….., bulan …………….., tahun 
…………….., sudah diselenggarakan Musyarawarah Kecamatan ……… Kabupaten/Kota …………….., Provinsi …………….., 
dengan kesepakatan sebagai berikut: 
 
 

No Nama Desa/Kelurahan Jumlah KPM Keterangan 
Awal Hasil Muscam 

1     
2     
3     

dst.     
Jumlah    

 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
....…………., ………………. ....... 

 
Kepala Desa/Lurah,  Kepala Desa/Lurah, 

   
   

(Tanda Tangan & Stempel) 
 

(………………………………………) 
Nama Jelas 

 
(Tanda Tangan & Stempel) 

 
(………………………………………) 

Nama Jelas 
   
   

   
   

Kepala Desa/Lurah,  Kepala Desa/Lurah, 
   

   
(Tanda Tangan & Stempel) 

 
(………………………………………) 

Nama Jelas 
 

(Tanda Tangan & Stempel) 
 

(………………………………………) 
Nama Jelas 

   
   
   
   

Diketahui oleh: 
 

Camat …………… 
   

(Tanda Tangan &Stempel) 
 

(………………………………………) 
Nama Jelas�

 
 
�

CONTOH BERITA ACARA MUSCAM 
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KOP SURAT 
KEMENTERIAN SOSIAL 

 
 
 
 
 

Nomor  :   Jakarta, …/…./ ….. 
Lampiran  :   Kepada Yth.  
Perihal  : Perintah Penyaluran Bansos 

Rastra untuk Alokasi Bulan …..  
Tahun …. 

 Direktur Utama Perum BULOG 
Di Tempat 

 
 
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor … tentang Penugasan Khusus Perum BULOG dalam Program Bansos Rastra dan 
Perjanjian Kerja Sama Nomor ….. Tanggal …. Bulan…. Tahun … tentang …………………, maka dengan ini kami memerintahkan Perum 
BULOG melakukan penyaluran Bansos Rastra ke Titik Distribusi (TD) untuk alokasi bulan ….. tahun ….. dengan rincian jumlah 
….KPM,…..Kg, di wilayah/daerah dan informasi pagu Bansos Rastra seperti terlampir. 
 
Sebelum melakukan penyaluran Bansos Rastra ke TD, Perum BULOG harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (c.q. 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota). 
 
Demikian Surat Perintah Penyaluran Bansos Rastra ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Program Bansos Rastra. 
 
 
 

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin 
Kementerian Sosial 

 
 

(Tanda Tangan dan Stempel) 
 
 
Nama Jelas 

 
 
 
Tembusan: 
1. Menteri Sosial 
2. Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat 
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 
� �
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BERITA ACARA SERAH TERIMA BANSOS RASTRA 

NOMOR: ……………………………. 
 
 

Berdasarkan SPPB/DO No:………...… pada hari ini:  ……..…….., tanggal …..……….., bulan …………..….., tahun ……………., kami yang 
bertanda tangan di bawah ini: 
 

1. Nama : …………………………………………………… 
 Jabatan : Satker Bansos Rastra Perum BULOG 
   Divre/Subdivre/Kansilog ………………………. 
    
 selanjutnya disebut PIHAK I. 
    
2. Nama : …………………………………………………… 
 Jabatan 

 
: 
 

Pelaksana Distribusi BansosRastra Desa/Kelurahan 
………………………… *) 

    
 selanjutnya disebut PIHAK II. 

 
PIHAK I telah menyerahkan Bansos Rastra di TD untuk alokasi bulan … tahun … sebanyak … kg untuk …KPM kepada PIHAK II.  
PIHAK II telah memeriksa Bansos Rastra di TD dengan hasil sebagai berikut: 
a. Telah menerima Bansos Rastra dengan kualitas sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak …kg; 
b. Masih terdapat kekurangan kuantitas Bansos Rastra sebanyak …kg; 
c. Menolak Bansos Rastra karena kualitas tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak …kg. 
 
Jika ada beras yang sesuai dengan butir b dan/atau c, maka Pihak I bertanggung jawab untuk mengganti dan/atau menyalurkan 
kekurangan jumlah beras Bansos Rastra sampai ke TD di desa/kelurahan ini dalam waktu 2 x 24 jam**. Segala biaya yang timbul terkait 
hal ini menjadi tanggung jawab Pihak I. 
 
Demikian Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

PIHAK II, 
 

 PIHAK I, 

(Tanda Tangan) 
 

 (Tanda Tangan) 

 
(…………………...) 

 
(……………………) 

Nama Jelas    Nama Jelas   
   

 
Catatan: 
 

*) Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat atau Pejabat Struktural di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.  
 Bila di luar dari pejabat tersebut perlu penunjukan/penetapan dari Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat.  

**) Aturan ini dikecualikan bagi daerah yang tidak dapat melakukan penyaluran Bansos Rastra secara rutin setiap bulan 
dengan persetujuan Kementerian Sosial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DK��>���^d�



�

�

 
 
 

 
 
 

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) 
PELAKSANAAN PENYALURAN BANSOS RASTRA 

 
  KABUPATEN/KOTA : ………………………………………  
  ALOKASI BULAN/TAHUN : ……………………/…………………  
  DISALURKAN BULAN/TAHUN : ……………………/…………………  

 
Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra di kecamatan untuk alokasi bulan 
……………. tahun …......., telah disalurkan Bansos Rastra sebanyak …….… kg untuk ……..…. KPM, dengan rincian sebagai berikut: 
 
 

No. 
 

Kecamatan 
 

Jumlah 
Desa/ 

Kelurahan 
Jumlah 

KPM 
Kuantum 

(kg) Keterangan 
 

 1 2 3 4 5 
               

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9        
…        

J u m l a h    ….. KPM    ….. kg   
          

          
 

  
…………………………,  …………………………  ....... 

 
 

BUPATI/WALIKOTA *) 

 

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG ………. 
  KEPALA, 
 

(Tanda Tangan & Stempel) 
 (Tanda Tangan & Stempel) 

 
(……………………) 

 
(……………………) 

Nama Jelas     Nama Jelas   
 
 
 
 
 
Catatan: 
*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk. 
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BERITA ACARA  

PEMERIKSAAN BANSOS RASTRA DI GUDANG PERUM BULOG 
        

Pada hari ini………., tanggal……, bulan……., tahun……. kami yang bertanda tangan di bawah ini:  
        

1 Nama :  …………………………..    
 Jabatan : ……………………………1) 
        

 selanjutnya disebut PIHAK I,    

        

2 Nama :  …………………………..    
 Jabatan :  …………………………..2)   
        

 selanjutnya disebut PIHAK II,    
        

3 Nama :  …………………………..    
 Jabatan : Kepala Gudang …………………..   
        
 selanjutnya disebut PIHAK III.    
     

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra untuk alokasi 
bulan ….. tahun …. Kabupaten/Kota …………… secara visual dan berdasarkan Laporan Kondisi Kualitas di Gudang 
Perum BULOG, bahwa kondisi kualitas sesuai/tidak sesuai* dengan ketentuan Program Bansos Rastra. 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
        

      
      
     …………. ,  …..………………………… 

   
   

PIHAK III, PIHAK II, PIHAK I, 
   

(Tanda Tangan) 
 

(Tanda Tangan) 
 

(Tanda Tangan) 
 

(....................................................) (....................................................) (....................................................) 
Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas 

Keterangan: 
1) Perwakilan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan. 
2)� Satker Bansos Rastra Perum BULOG. 
*) Coret yang tidak perlu 

�
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BERITA ACARA KOORDINASI 

RENCANA PENYALURAN BANSOS RASTRA 
 

 
Berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Bansos Rastra dari Kementerian Sosial No.:…......…………….., tanggal 
……...….…, pada hari ini:  ……..…….., tanggal …..……….., bulan …………..….., tahun ……………., kami yang bertanda 
tangan di bawah ini: 
 

1. Nama : …………………………………………………… 
 Jabatan : Satker Bansos Rastra Perum BULOG 
   Divre/Subdivre/Kansilog ………………………. 
    
 selanjutnya disebut PIHAK I. 
    
2. Nama : …………………………………………………… 
 Jabatan 

 
: 
 

Kepala Dinas Sosial selaku Sekretaris Tim Koordinasi Bansos 
Pangan Kabupaten/Kota…………………………  

    
 selanjutnya disebut PIHAK II. 
    

 
PIHAK I dan PIHAK II menyepakati penyaluran Bansos Rastra sebagai berikut: 
 

Kecamatan Desa/Kelurahan Lokasi TD Rencana Waktu Penyaluran  
 (pada tgl...) 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
Demikian Berita Acara Koordinasi Rencana Penyaluran Beras Bansos Rastra dibuat untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
 

PIHAK II, 
 
 

 PIHAK I, 

Tanda Tangan & Stempel 
 

 Tanda Tangan & Stempel 

 
(…………………...) 

 
(……………………) 

Nama Jelas   Nama Jelas  
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Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Bansos Rastra 
  Bulan ……………….  Tahun ....... 

 
Kepada Yth.: 
Ketua Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota ……………………….. 
di 
……………………………….. 
 
Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Bansos Rastra, bulan:   ………, tahun ......., sebagai berikut: 
 

01. Sosialisasi : ……....……...  (isinya laporan tentang pelaksanaan 
sosialisasi Program Bansos Rastra yang meliputi wilayah, 
peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di 
lapangan, serta pemecahannya) 

    
02. Penyaluran Bansos 

Rasra 
:  

 

No. Desa/Kel 

Rencana Alokasi Realisasi 

s/d 
bulan lalu Bulan ini 

s/d 
bulan 

ini 

s/d 
bulan 
lalu 

bulan ini s/d 
bulan ini 

1 2 3 4 5 6 7 8 
          

1                   
2                   
3                   
4                   

dst                   
 

J u m l a h              
 

 
03. Hasil 

Pemantauan &  
Evaluasi  

: a a  as l as l ema a a  e asa a  s me m l  
ema a a  a s s as a a  e lam   e m  

Permasalahan dan Saran e mas  a a  as l e a a a  
e a a  

    
Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. 
 

 ………………,  …….………………….  ....... 
   

  
Tim Koordinasi Bansos Pangan 

Kecamatan ……. 
   

  
Tanda Tangan & Stempel 

 
  (....................................................) 
  Nama Jelas 

 
  



�
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Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Bansos Rastra 
  Bulan ……………….  Tahun ....... 

 
 
 

Kepada Yth.: 
Ketua Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi ……………………….. 
di 
……………………………….. 
 
Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program BansosRastra, bulan:   ………, tahun ......., sebagai berikut: 
 

01. Sosialisasi : ……....……...  (isinya laporan tentang pelaksanaan 
sosialisasi Program Bansos Rastra yang meliputi wilayah, 
peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di 
lapangan, serta pemecahannya) 

    
02. Penyaluran Bansos 

Rastra 
:  

 

No. Kecamatan 

Rencana Alokasi Realisasi 

sd 
bulan lalu bulan ini 

sd 
bulan 

ini 

sd 
bulan 
lalu 

bulan ini sd 
bulan ini 

1 2 3 4 5 6 7 8 
          

1                   
2                   
3                   
4                   

dst                   
 

J u m l a h              
 

 
03. Hasil 

Pemantauan &  
Evaluasi 

: a a  as l as l ema a a  e asa a  s me m l  
ema a a  a s s as a a  e lam   e m  

Permasalahan dan Saran e mas  a a  as l e a a a  
e a a  

    
 
Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. 

 ………………,  …….………………….  ....... 

  
Tim Koordinasi Bansos Pangan 

Kabupaten/Kota ……… 
   

  
Tanda Tangan & Stempel 

 
  (....................................................) 
  Nama Jelas 
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Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Bansos Rastra 
  Bulan ……………….  Tahun ....... 

 
 
Kepada Yth.: 
Ketua Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat 
di 
……………………………….. 
 
Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Bansos Rastra, bulan:   …... tahun ......., sebagai berikut: 
 

01. Sosialisasi : ……....…………… (isinya laporan tentang pelaksanaan 
sosialisasi Program Bansos Rastra yang meliputi wilayah, 
peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di 
lapangan, serta pemecahannya) 

02. Penyaluran Bansos 
Rastra 

:  

 

No. Kabupaten/Kota 

Rencana Alokasi Realisasi 

s/d 
bulan lalu bulan ini 

s/d 
 bulan 

ini 

s/d 
bulan 
lalu 

bulan ini s/d 
bulan ini 

1 2 3 4 5 6 7 8 
          

1                   
2                   
3                   
4                   

dst                   
 

J u m l a h              
 

 
03. Hasil 

Pemantauan &  
Evaluasi 

: a a  as l as l ema a a  e asa a  s me m l  
ema a a  a s s as a a  e lam   e m  

Permasalahan dan Saran  e mas  a a  as l e a a a  
e a a  

    
Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. 
 

 ………………,  …….………………….  ....... 
   

  
Tim Koordinasi Bansos Pangan 

 Provinsi …………….. 
   

  

Tanda Tangan & Stempel 
 
 

  (....................................................) 
  Nama Jelas 
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STRATEGI KOMUNIKASI 
 

 
Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam mensosialisasikan Program 

Bansos Rastra kepada berbagai kelompok sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Bansos Rastra dilaksanakan 
oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama serta kerjasama dalam 
pelaksanaannya sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi. 

 
A. Tujuan   

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Bansos Rastra secara utuh dan komprehensif; 
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Bansos Rastra merupakan 

program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak; 
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program 

Bansos Rastra agar dapat mencapai tujuannya. 

B. Sasaran  

Sasaran strategi Komunikasi Program Bansos Rastra meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum 
terdiri dari: masyarakat umum, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), instansi/ lembaga terkait pelaksanaan program (K/L 
di tingkat pusat, atau OPD di tingkat daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi Bansos Pangan) serta pemangku 
kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lembaga Donor, Pendamping Sosial, LSM, dll). 

C. Metode  

1. Penyebaran informasi, merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak 
sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman 
yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan, dan mekanisme Program Bansos Rastra secara 
keseluruhan sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif 
mengawal pelaksanaan Program Bansos Rastra. 

2. Persuasi, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 
di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan 
dan dukungan khalayak sasaran terhadap Program Bansos Rastra.  

3. Advokasi, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan Program 
Bansos Rastra. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Bansos 
Rastra dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengendalian 
Program Bansos Rastra.   
 

D. Materi/Pesan  
Materi/pesan yang dapat disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program Bansos Rastra adalah sebagai berikut: 
a. Sejarah Program Bansos Rastra; 
b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Bansos Rastra; 
c. Pagu Bansos Rastra dan Penerima Manfaat Program Bansos Rastra; 
d. Aspek kelembagaan Program Bansos Rastra, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam 

Tim Koordinasi Bansos Pangan di berbagai tingkatan (pusat dan daerah); 
e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Bansos Rastra; 
f. Mekanisme pelaksanaan Program Bansos Rastra, termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran beras Bansos 

Rastra; 
g. Indikator kinerja Program Bansos Rastra; 
h. Mekanisme pengaduan Program Bansos Rastra; 
i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Bansos Rastra. 

 
 
 



�

�

E. Saluran/Media  
 

No. Saluran/Media Komunikasi Sasaran Pesan 
1 Komunikasi tatap muka/kelompok 

(ceramah, diskusi di balai desa, 
khotbah di tempat ibadah, kunjungan 
pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh 
Pelaksana Distribusi, Pendamping 
Sosial, Kontak Informasi, dan fasilitator 
program penanggulangan kemiskinan 
lainnya) 

KPM dan masyarakat umum • Tujuan dan manfaat  
• Alokasi pagu  
• Sasaran penerima manfaat 
• Mekanisme dan realisasi 

penyaluran 
• Mekanisme pengaduan 

2 Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, 
lokakarya 

Tim Koordinasi Bansos Pangan 
tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota, dan pemangku 
kebijakan di tingkat pusat lainnya 

• Tujuan dan manfaat  
• Alokasi pagu  
• Sasaran penerima manfaat 
• Aspek kelembagaan, terkait 

pembagian peran dan tanggung 
jawab antar lembaga di dalam 
Tim Koordinasi Bansos Pangan, 
baik pusat maupun daerah 

• Aspek perencanaan dan 
penganggaran 

• Mekanisme pelaksanaan, 
termasuk di dalamnya 
mekanisme dan realisasi 
penyaluran 

• Indikator kinerja 
• Mekanisme pengaduan 
• Advokasi atau ajakan untuk 

mendukung pelaksanaan 
3 Materi cetak (papan pengumuman, surat 

undangan, lea le  buklet, l e , buku 
pedoman umum, pedoman khusus 
pengaduan, advertorial di majalah, 
tabloid, koran) 

KPM dan masyarakat umum;  
Tim Koordinasi Bansos Pangan 
tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota, dan pemangku 
kebijakan di tingkat pusat, dll 
 

Pesan yang berbeda untuk masing 
masing a e s 

4 Media tradisional (pertunjukan wayang, 
lenong, atau bentuk kesenian lainnya 
sesuai kekhasan daerah masing-
masing) 

KPM dan masyarakat umum • Tujuan dan manfaat  
• Alokasi pagu  
• Sasaran penerima manfaat 
• Mekanisme dan realisasi 

penyaluran 
• Mekanisme pengaduan 

5 Media penyiaran, berupa iklan layanan 
masyarakat,  e  atau 
al s /dialog (televisi, radio nasional 
maupun radio komunitas) dan 
pengarahan media (me a e ) 

KPM dan masyarakat umum • Tujuan dan manfaat  
• Alokasi pagu  
• Sasaran penerima manfaat 
• Mekanisme dan realisasi 

penyaluran 
• Mekanisme pengaduan 

6 Media luar ruang (seperti: spanduk, 
baliho, poster) 

KPM dan masyarakat umum • Tujuan dan manfaat  
• Alokasi pagu  
• Sasaran penerima manfaat 
• Mekanisme dan realisasi 

penyaluran  
• Mekanisme pengaduan 

7 Media baru (media internet, situs web 
K/L dan pemda, media sosial (facebook, 
twitter, dll) 

a. Masyarakat umum;  
b. Tikor Bansos Pangan tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota, 
dan pemangku kebijakan di 
tingkat pusat lainnya; dll 

• Pesan yang berbeda untuk 
masing masing a e s 



�
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Pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, 
pengetahuan, dan pemahaman dari kelompok sasaran terhadap Program Bansos Rastra. Hasil pemantauan dapat menjadi 
masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya. 

Dukungan pembiayaan sosialisasi Program Bansos Rastra dapat berasal dari APBN, APBD, Perum BULOG, 
lembaga donor dan dari partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu 
pada peraturan dan perundangan yang berlaku. 
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PEMANTAUAN PROGRAM BANSOS RASTRA 

Kegiatan pemantauan program, termasuk Program Bansos Rastra idealnya dilakukan secara rutin dan berkala oleh 
pengelola program agar hasil pemantauan dapat dipergunakan secara menyeluruh dan efektif sebagai masukan 
pengendalian pelaksanaan Program Bansos Rastra. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan program di 
berbagai tingkat (mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat). 

Instrumen/formulir pemantauan yang tersedia pada Pedum Bansos Rastra adalah untuk pemantauan Bansos Rastra 
ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, Pelaksana Distribusi (desa/kelurahan), KPM, dan Perum BULOG (Sub-
Divre). Dengan demikian, pengelola Program Bansos Rastra (Tim Koordinasi Bansos Pangan) pada berbagai tingkatan dapat 
menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan objek/sasaran pemantauan yang akan dipantau. Narasumber sebagai 
sumber informasi dalam pemantauan Program Bansos Rastra meliputi pengelola program (Tim Koordinasi Basos Pangan 
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan), Pelaksana Distribusi di tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, Keluarga 
Penerima Manfaat  (KPM), dan Perum BULOG. Pelaporan hasil pemantauan menjadi bagian dari pelaporan Tim Koordinasi 
Bansos Pangan yang diatur Pedum Bansos Rastra pada Bab “Pengendalian” dan sub-bab “Pelaporan”.  

Tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Bansos Rastra adalah untuk memotret dan melihat 
aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola sesuai dengan yang diatur di dalam Pedum Bansos 
Rastra (seperti: sosialisasi, pengalokasian APBD, pelaksanaan pemantauan, penanganan pengaduan, dll). Sedangkan tema 
dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Bansos Rastra pada tingkatan Pelaksana Distribusi Bansos Rastra 
dan KPM adalah untuk memastikan tercapainya kesesuaian pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra dengan ketentuan yang 
berlaku dalam Bansos Rastra. 

Mengacu kepada fokus pemantauan di atas, aspek-aspek pemantauan Program Bansos Rastra adalah seperti 
diuraikan di bawah ini: 

 

A. Pemantauan Tingkat KPM, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai: 

a. Frekuensi/waktu penyaluran Bansos Rastra ke KPM; 
b. Alasan/penyebab apabila KPM tidak mengambil Bansos Rastra; 
c. Jumlah (kg) Bansos Rastra yang diterima oleh KPM; 
d. Kualitas Bansos Rastra yang diterima oleh KPM; 
e. Biaya yang masih dibebankan kepada KPM saat menerima Bansos Rastra; 
f. Tempat/lokasi Titik Distribusi (TD); 
g. Penggunaan tanda kepesertaan Program Bansos Rastra pada saat menerima Bansos Rastra. 

 

B. Pemantauan Tingkat Pelaksana Distribusi (Desa/Kelurahan), dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai: 

a. Jumlah KPM di desa/kelurahan tempat/lokasi pemantauan; 
b. Proporsi KPM terhadap seluruh populasi keluarga di desa/kelurahan; 
c. Proporsi KPM yang mengambil Bansos Rastra terhadap jumlah total KPM Program Bansos Rastra di desa/kelurahan; 
d. Frekuensi/waktu penyaluran Bansos Rastra ke KPM; 
e. Jumlah (kg) Bansos Rastra yang disalurkan ke setiap KPM; 
f. Penerimaan DPM Bansos Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dari kecamatan atau 

kabupaten/kota; 
g. Perubahan KPM di desa/kelurahan dan mekanisme perubahannya; 
h. Penolakan atas Bansos Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG dan alasannya; 
i. Bentuk kemasan Bansos Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG; 
j. Kualitas Bansos Pangan yang disalurkan oleh Perum BULOG. 

 
C. Pemantauan Tingkat Kecamatan, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai: 

a. Penerimaan data DPM Bansos Rastra yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial dari kabupaten/kota; 
b. Kemungkinan terjadinya relokasi pagu antar desa/kelurahan di kecamatan lokasi pemantauan; 
c. Pelaksanaan sosialisasi Program Bansos Rastra di kecamatan; 
d. Kemungkinan terjadi penumpukan/kekosongan Bansos Rastra saat penyaluran; 
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e. Penerimaan dokumen perubahan KPM (BA, FRP, DPM-1) dan realisasi penyaluran (DPM-2) dari desa/kelurahan 
dan pelaporannya ke kabupaten/kota untuk diteruskan ke Kementerian Sosial; 

f. Pelaksanaan pemantauan Program Bansos Rastra oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan; 
g. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan; 
h. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan 

kabupaten/kota. 
 

D. Pemantauan Tingkat Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai: 

a. Ketersediaan besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Rastra 
di kabupaten/kota; 

b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarannya) di luar pagu Bansos Rastra kabupaten/kota yang 
ditetapkan oleh Menteri Sosial; 

c. Penerimaan informasi mengenai besaran pagu kabupaten/kota; 
d. Penerimaan data DPM Bansos Rastra yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial; 
e. Pelaksanaan sosialisasi Program Bansos Rastra; 
f. Pelaksanaan pemantauan Program Bansos Rastra oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota; 
g. Penerimaan dokumen perubahan KPM (BA, FRP, DPM-1) dan realisasi penyaluran (DPM-2) dari desa/kelurahan 

atau kecamatan; 
h. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota; 
i. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi. 

 

E. Pemantauan Tingkat Provinsi, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai: 

a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Rastra 
di provinsi; 

b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarannya) di luar pagu Bansos Rastra provinsi yang ditetapkan 
oleh Menteri Sosial; 

c. Penerimaan informasi mengenai besaran pagu provinsi; 
d. Penerimaan data DPM Bansos Rastra yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial; 
e. Pelaksanaan sosialisasi Program Bansos Rastra; 
f. Pelaksanaan pemantauan Program Bansos Rastra oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi; 
g. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi; 
h. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat. 

 
F. Pemantauan ke Sub-Divre Perum BULOG, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai: 

a. Penerimaan Surat Perintah Penyaluran Bansos Rastra dari Kementerian Sosial; 
b. Waktu dan frekeuensi penyaluran Bansos Rastra; 
c. Alasan jika tidak menyaluran Bansos Rastra setiap bulan; 
d. Sistem penyaluran Bansos Rastra sesuai dengan Surat Perintah Penyaluran dan Pagu Bansos Rastra; 
e. Tempat/lokasi Titik Distribusi (TD); 
f. Kemungkinan adanya permintaan Pemda untuk mengubah TD; 
g. Kemungkinan dan alasan terjadinya penolakan atas Bansos Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG; 
h. Mekanisme penggantian Bansos Rastra apabila terjadi penolakan dari Pelaksana Distribusi; 
i. Pelaksanaan peran pengawasan dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota khususnya terhadap kualitas 

Bansos Rastra yang disalurkan Perum BULOG. 
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Pengecekan Kelengkapan Dokumen pada Saat Pelaksanaan Pemantauan Program Bansos Rastra 

Daftar dokumen yang ditunjukkan/diterima dari narasumber a   a a a   a  : 

No Dokumen Desa/ 
Kelurahan Kecamatan Kabupaten/ 

Kota Provinsi Keterangan 

1. Dokumen Pedum Bansos Rastra 1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

 

2. Dokumen Daftar Penerima Manfaat 
(DPM) Program Bansos Rastra 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

 

3. Dokumen hasil Musyawarah 
Desa/Kelurahan dan/atau hasil 
Musyawarah Kecamatan (BA, FRP) 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

 

4. Dokumen DPM-1 1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak   

5. Dokumen DPM-2 1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak   

6. Dokumen koordinasi berisi informasi 
mengenai lokasi TD dan jadwal 
penyaluran Bansos Rastra yang telah 
disepakati Pemda dengan Perum 
BULOG 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

 
 

 

7. Dokumen SK Mensos mengenai 
Pagu Bansos Rastra untuk tingkat 
provinsi 

   1.Ya 
2.Tidak 

 

8. Dokumen SK Mensos mengenai 
Pagu  Bansos Rastra untuk tingkat 
kabupaten/kota  

  1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

 

9. Dokumen laporan pelaksanaan 
Program Bansos Rastra  
 

 1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

 

10 Dokumen laporan pengaduan terkait 
Program Bansos Rastra 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 

1.Ya 
2.Tidak 
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Ă͘�:ƵŵůĂŚ���ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
ď͘�<ƵĂůŝƚĂƐ���ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Đ͘�tĂŬƚƵ�ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ě͘�^ĂƐĂƌĂŶͬƉĞŶĞƌŝŵĂ�ŵĂŶĨĂĂƚ�ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ğ͘�>ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

Z�ϭϳ� �ĂŐĂŝŵĂŶĂ� ƉĞŶĂŶŐĂŶĂŶ� ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ� ƚĞƌƐĞďƵƚ͍�
:ĞůĂƐŬĂŶ͘�

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�

Z�ϭϴ� <ĂƉĂŶ� ƚĞƌĂŬŚŝƌ� ŵĞŶǇĂŵƉĂŝŬĂŶ� ůĂƉŽƌĂŶ�
ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ� WƌŽŐƌĂŵ� �ĂŶƐŽƐ� ZĂƐƚƌĂ� ŬĞ� dŝŬŽƌ�
�ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�<Ăďͬ<ŽƚĂ͍�

�ƵůĂŶ�└─┴─┘ͬ�dĂŚƵŶ�└─┴─┴─┴─┘�

�

 
 

 

 

  



�

�

&KZDh>/Z�W�D�Ed�h�E�WZK'Z�D���E^K^�Z�^dZ��ʹ�d/E'<�d�<��hW�d�Eͬ<Kd��

WZKs/E^/� � d�E''�>�W�D�Ed�h�E� �

<��hW�d�Eͬ<Kd�� � E�D��W�D�Ed�h� �

E�D��E�Z�^hD��Z� � :���d�E�W�D�Ed�h� �

:���d�E�E�Z�^hD��Z� � d�>�WKEͬ,W�W�D�Ed�h� �

,W�E�Z�^hD��Z� � � �

�
Z<ϭ� �ƉĂŬĂŚ�ĂĚĂ�ĂůŽŬĂƐŝ��W���ƵŶƚƵŬ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ���

Ěŝ�ŬĂďͬŬŽƚĂ�ŝŶŝ͍� ϭ͘�zĂ�Ϯ͘�dŝĚĂŬÎZ<ϱ�

Z<Ϯ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ďĞƌĂƉĂ�ďĞƐĂƌĂŶ�ĂůŽŬĂƐŝ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍� ZƉ͘�└─┴─┴─┘͘└─┴─┴─┘͘└─┴─┴─┘͘└─┴─┴─┘�
Z<ϯ� hŶƚƵŬ�ĂƉĂ�ƐĂũĂ�ĂůŽŬĂƐŝ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍�
� W/>/,�E��K>�,�>��/,���Z/�^�dh�

Ă͘ dĂŵďĂŚĂŶ�ĂůŽŬĂƐŝ���ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ŬĞƉĂĚĂ�<WD�
ĚŝůƵĂƌ�ƉĂŐƵ�ǇĂŶŐ�ĚŝƚĞƚĂƉŬĂŶ�

ď͘ �ŝĂǇĂ�ŽƉĞƌĂƐŝŽŶĂů�ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Đ͘ �ŝĂǇĂ�ƉĞŵďƵĂƚĂŶ�ŬĂƌƚƵ�ͬƉĞŶĂŶĚĂ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ě͘ �ŝĂǇĂ�ĂŶŐŬƵƚ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂŬĞ�<WD�
Ğ͘ �ŝĂǇĂ�ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ͘�
Ĩ͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

Z<ϰ� :ŝŬĂ� ĂĚĂ� ƚĂŵďĂŚĂŶ� ĂůŽŬĂƐŝ� �ĂŶƐŽƐ� ZĂƐƚƌĂ�
ŬĞƉĂĚĂ� <WD� ĚŝůƵĂƌ� ƉĂŐƵ� ǇĂŶŐ� ĚŝƚĞƚĂƉŬĂŶ�
ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ� ƉƵƐĂƚ͕� ďĞƌĂƉĂ� ďĂŶǇĂŬ�
ƉĞŶĂŵďĂŚĂŶ�ƉĂŐƵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍��

ϭ͘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘<WD�
Ϯ͘ d/��<�d�,h�
ϯ͘ dŝĚĂŬ�ĂĚĂ�ƚĂŵďĂŚĂŶ�ĂůŽŬĂƐŝ���ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�

Z<ϱ� �ƉĂŬĂŚ� ƐƵĚĂŚ� ŵĞŶĞƌŝŵĂ� ƉĞŶĞƚĂƉĂŶ� ƉĂŐƵ�
�ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ĚĂƌŝ�<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ�^ŽƐŝĂů͍�

ϭ͘�^ƵĚĂŚ͕��ƵůĂŶ�└─┴─┘ͬ�dĂŚƵŶ�└─┴─┴─┴─┘ 

Ϯ͘��ĞůƵŵ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ĂůĂƐĂŶŶǇĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�
Z<ϲ� �ƉĂŬĂŚ� ƐƵĚĂŚ� ŵĞŶĞƌŝŵĂ� ĚĂƚĂ� <WD� �ĂŶƐŽƐ���

ZĂƐƚƌĂ�ĚĂƌŝ�<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ�^ŽƐŝĂů͍�
ϭ͘��^ƵĚĂŚ͕��ƵůĂŶ�└─┴─┘ͬ�dĂŚƵŶ�└─┴─┴─┴─┘ 
Ϯ͘��ĞůƵŵ�
ϯ͘�d/��<�d�,h�

Z<ϳ������ �ƉĂŬĂŚ� ƐƵĚĂŚ� ŵĞŶĞƌŝŵĂ� WĞĚƵŵ� �ĂŶƐŽƐ�
ZĂƐƚƌĂ͍�

ϭ͘�^ƵĚĂŚ�
ϯ͘ ��ĞůƵŵ�

Z<ϴ� �ƉĂŬĂŚ� dŝŬŽƌ� �ĂŶƐŽƐ� WĂŶŐĂŶ� <Ăďͬ<ŽƚĂ� ƚĞůĂŚ�
ŵĞŶƐŽƐŝĂůŝƐĂƐŝŬĂŶ�WƌŽŐƌĂŵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ͍� ϭ͘�^ƵĚĂŚ͕��ƵůĂŶ�└─┴─┘ͬ�dĂŚƵŶ�└─┴─┴─┴─┘ 

Ϯ͘��ĞůƵŵ�ÎZ<ϭϬ�

Z<ϵ� :ŝŬĂ� ƐƵĚĂŚ͕� ŬĞƉĂĚĂ� ƐŝĂƉĂ� ƐĂũĂ� ƐŽƐŝĂůŝƐĂƐŝ�
ƚĞƌƐĞďƵƚ�ĚŝďĞƌŝŬĂŶ͍�

� W/>/,�E��K>�,�>��/,���Z/�^�dh�

Ă͘ dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�<ĞĐĂŵĂƚĂŶ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ��
ď͘ >ƵƌĂŚͬ<ĞƉĂůĂ��ĞƐĂ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ��
Đ͘ WĞůĂŬƐĂŶĂ��ŝƐƚƌŝďƵƐŝ�
Ě͘ WĞŶĚĂŵƉŝŶŐ�^ŽƐŝĂů�
Ğ͘ dŽŬŽŚ�ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚͬĂŐĂŵĂ�
Ĩ͘ <WD�
Ő͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

Z<ϭϬ� �ƉĂŬĂŚ� ĂĚĂ� ŬĞƚĞƌůĂŵďĂƚĂŶ� ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ���
�ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ͍� ϭ͘��ĚĂ�������������������������������Ϯ͘�dŝĚĂŬ�ĂĚĂ�

ZWϭϭ� �ƉĂŬĂŚ� dŝŬŽƌ� �ĂŶƐŽƐ� WĂŶŐĂŶ� <Ăďͬ<ŽƚĂ�
ŵĞůĂŬƐĂŶĂŬĂŶ� ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ� ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ�
WƌŽŐƌĂŵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ͍�

ϭ͘�zĂ����������������Ϯ͘�ďĞůƵŵ�͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ĂůĂƐĂŶŶǇĂͺͺÎZ<ϭϲ�

ZWϭϮ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ƉĞƌŝŽĚĞ�ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ͍� ϭ͘ �ĞďĞƌĂƉĂ�ďƵůĂŶ�ƐĞŬĂůŝ͕�ൢ൞ൣďƵůĂŶ�ƐĞŬĂůŝ�
Ϯ͘ ^ĞƚĂŚƵŶ�ƐĞŬĂůŝ�
ϯ͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�



�

�

ZWϭϯ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�ĚŝůĂŬƵŬĂŶ�Ěŝ�ƚŝŶŐŬĂƚ�ŵĂŶĂ�
ƐĂũĂ͍�

� W/>/,�E��K>�,�>��/,���Z/�^�dh�

Ă͘ WĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�Ěŝ�ƚŝŶŐŬĂƚ�ŬĞĐĂŵĂƚĂŶ�
ď͘ WĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�Ěŝ�ƚŝŶŐŬĂƚ�ĚĞƐĂͬŬĞůƵƌĂŚĂŶͬ�

ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ�ƐĞƚŝŶŐŬĂƚ�ĚĞƐĂ�
Đ͘ WĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�Ěŝ�ƚŝŶŐŬĂƚ�<WD�
Ě͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

Z<ϭϰ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ŚĂů�ĂƉĂ�ƐĂũĂ�ǇĂŶŐ�ĚŝƉĂŶƚĂƵ�dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�
WĂŶŐĂŶ�<Ăďͬ<ŽƚĂ͍�

�
� W/>/,�E��K>�,�>��/,���Z/�^�dh�

Ă͘ WĞŵĞŶƵŚĂŶ�ƚƵŐĂƐ�Θ�ĨƵŶŐƐŝ�dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�
<ĞĐĂŵĂƚĂŶ�;ƉĞƌĞŶĐĂŶĂĂŶ�ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ͕�ƐŽƐŝĂůŝƐĂƐŝ͕�
ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ͕�ƉĞŶĂŶŐĂŶĂŶ�ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ͕�ƉĞůĂƉŽƌĂŶ͕�
ĚƐďͿ��

ď͘ :ƵŵůĂŚ���ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�Ěŝ�ƚŝŶŐŬĂƚ�d��ĚĂŶ�<WD�
Đ͘ <ƵĂůŝƚĂƐ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ě͘ <ĞƚĞƉĂƚĂŶ�ƐĂƐĂƌĂŶ�ƉĞŶĞƌŝŵĂ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ��
Ğ͘ <ĞƚĞƉĂƚĂŶ�ǁĂŬƚƵ�ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ĩ͘ WĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�ŬĞ�'ƵĚĂŶŐ�WĞƌƵŵ��ƵůŽŐ�
Ő͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

Z<ϭϱ� �ƉĂŬĂŚ� ĂĚĂ� ůĂƉŽƌĂŶ� ŬĞŐŝĂƚĂŶ� ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�
ǇĂŶŐ�ĚŝůĂŬƵŬĂŶ�dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�<Ăďͬ<ŽƚĂ͍� ϭ͘��ĚĂ��������������Ϯ͘�dŝĚĂŬ�ĂĚĂ�

Z<ϭϲ� �ƉĂŬĂŚ� WĞŵĚĂ� <Ăďͬ<ŽƚĂ� ŵĞŶĞƌďŝƚŬĂŶ�
ĚŽŬƵŵĞŶ�ƉĞŶĂŶĚĂͬŬĂƌƚƵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ͍͘͘͘͘͘͘͘� ϭ͘�zĂ� Ϯ͘�dŝĚĂŬ�

Z<ϭϳ� �ƉĂŬĂŚ�ĂĚĂ�ĚĂŶ�ƚĞůĂŚ�ŵĞŶĞƌŝŵĂ���͕�&ZW͕�ĚĂŶ�
�WDͲϭ� ŚĂƐŝů� DƵĚĞƐͬDƵƐŬĞůͬDƵƐĐĂŵ<WD�
�ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ͍�

ϭ͘��ĚĂ��������������Ϯ͘�dŝĚĂŬ�ĂĚĂ�ÎZ<ϮϬ�

Z<ϭϴ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ĚĂƌŝ�ďĞƌĂƉĂ�ĚĞƐĂͬŬĞůƵƌĂŚĂŶ͍� ϭ͘ └─┴─┘�ĞƐĂͬ<ĞůƵƌĂŚĂŶϮ͘�d/��<�d�,h�
Z<ϭϵ� �ƉĂŬĂŚ� ĚŽŬƵŵĞŶ� ��͕� &ZW͕� �WDͲϭ͕� �WDͲϮ�

ƐƵĚĂŚ� ĚŝƐĂŵƉĂŝŬĂŶ� ŬĞ� DĞŶƚĞƌŝ� ^ŽƐŝĂů� ĚĂŶ�
'ƵďĞƌŶƵƌ͍�

ϭ͘�^ƵĚĂŚ� Ϯ͘��ĞůƵŵ�

Z<ϮϬ� �ƉĂŬĂŚ� ĂĚĂ� ƵŶŝƚ� ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ� ƐĞƉĞƌƚŝ� ǇĂŶŐ�
ĚŝĂƚƵƌ�ĚĂůĂŵ�WĞĚƵŵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ͍͘͘͘͘͘͘͘� ϭ͘��ĚĂ��������������Ϯ͘�dŝĚĂŬ�ĂĚĂ�

Z<Ϯϭ� �ƉĂŬĂŚ� ĂĚĂ� ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ� ŵĞŶŐĞŶĂŝ� �ĂŶƐŽƐ�
ZĂƐƚƌĂ�ĚĂƌŝ�ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚ͍� ϭ͘��ĚĂ��������������Ϯ͘�dŝĚĂŬ�ĂĚĂÎZ<Ϯϰ�

Z<ϮϮ� �ƉĂ�ƐĂũĂ�ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍�
�
� W/>/,�E��K>�,�>��/,���Z/�^�dh�
�

Ă͘�:ƵŵůĂŚ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
ď͘�<ƵĂůŝƚĂƐ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Đ͘��ŝĂǇĂ�ǇĂŶŐ�ĚŝŬĞůƵĂƌŬĂŶ�ƵŶƚƵŬ�ŵĞŶĚĂƉĂƚŬĂŶ��ĂŶƐŽƐ�����
�����ZĂƐƚƌĂ�
Ě͘�tĂŬƚƵ�ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ğ͘�^ĂƐĂƌĂŶͬ�ƉĞŶĞƌŝŵĂ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ĩ͘�>ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

Z<Ϯϯ� �ĂŐĂŝŵĂŶĂ�ƉĞŶĂŶŐĂŶĂŶ�ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍� ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�

Z<Ϯϰ� <ĂƉĂŶ� ƚĞƌĂŬŚŝƌ� ŵĞŶǇĂŵƉĂŝŬĂŶ� ůĂƉŽƌĂŶ�
ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ�WƌŽŐƌĂŵ��ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�ŬĞ�dŝŬŽƌ�
�ĂŶƐŽƐ� WĂŶŐĂŶ� WƌŽǀŝŶƐŝ� ĚĂŶ� dŝŬŽƌ� �ĂŶƐŽƐ�
WĂŶŐĂŶ�WƵƐĂƚ͍�

�ƵůĂŶ�└─┴─┘ͬ�dĂŚƵŶ�└─┴─┴─┴─┘�

 

 

 

 



�

�

 

&KZDh>/Z�W�D�Ed�h�E�WZK'Z�D���E^K^�Z�^dZ��ʹ�d/E'<�d�WZKs/E^/�

WZKs/E^/� � d�E''�>�W�D�Ed�h�E� �

E�D��E�Z�^hD��Z� � E�D��W�D�Ed�h� �

:���d�E�E�Z�^hD��Z� � :���d�E�W�D�Ed�h� �

,W�E�Z�^hD��Z� � d�>�WKEͬ,W�W�D�Ed�h� �

�
ZWϭ� �ƉĂŬĂŚ�ĂĚĂ�ĂůŽŬĂƐŝ��W���ƵŶƚƵŬ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ͘͘͘͘͘͘͘��

Ěŝ�ƉƌŽǀŝŶƐŝ�ŝŶŝ͍� ϭ͘�zĂ�������������������������������Ϯ͘�dŝĚĂŬ�ÎZWϱ�

ZWϮ��������:ŝŬĂ�zĂ͕�ďĞƌĂƉĂ�ďĞƐĂƌĂŶ�ĂůŽŬĂƐŝ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍�
ZƉ͘�└─┴─┴─┘͘└─┴─┴─┘͘└─┴─┴─┘͘└─┴─┴─┘�

ZWϯ� hŶƚƵŬ�ĂƉĂ�ƐĂũĂ�ĂůŽŬĂƐŝ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍�
� W/>/,�E��K>�,�>��/,���Z/�^�dh�

Ă͘ dĂŵďĂŚĂŶ�ĂůŽŬĂƐŝ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ŬĞƉĂĚĂ�<WD�Ěŝ�
ůƵĂƌ�ƉĂŐƵ�ǇĂŶŐ�ĚŝƚĞƚĂƉŬĂŶ�

ď͘ �ŝĂǇĂ�ŽƉĞƌĂƐŝŽŶĂů��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Đ͘ �ŝĂǇĂ�ƉĞŵďƵĂƚĂŶ�ŬĂƌƚƵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ě͘ �ŝĂǇĂ�ĂŶŐŬƵƚ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ŬĞ�<WD�
Ğ͘ �ŝĂǇĂ�ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ĩ͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

ZWϰ� :ŝŬĂ�ĂĚĂ�ƚĂŵďĂŚĂŶ�ĂůŽŬĂƐŝ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ŬĞƉĂĚĂ�
<WD�ĚŝůƵĂƌ�ƉĂŐƵ�ǇĂŶŐ�ĚŝƚĞƚĂƉŬĂŶ�ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ�ƉƵƐĂƚ͕�
ďĞƌĂƉĂ�ďĂŶǇĂŬ�ƉĞŶĂŵďĂŚĂŶ�ƉĂŐƵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
ƚĞƌƐĞďƵƚ͍��

ϭ͘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘<WD�
Ϯ͘ d/��<�d�,h�
ϯ͘ dŝĚĂŬ�ĂĚĂ�ƚĂŵďĂŚĂŶ��ůŽŬĂƐŝ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�

ZWϱ� �ƉĂŬĂŚ�WƌŽǀŝŶƐŝ�ƐƵĚĂŚ�ŵĞŶĞƌŝŵĂ�ƉĞŶĞƚĂƉĂŶ�ƉĂŐƵ�
�ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ĚĂƌŝ�<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ�^ŽƐŝĂů͍�

ϭ͘�^ƵĚĂŚ͕��ƵůĂŶ�└─┴─┘ͬ�dĂŚƵŶ └─┴─┴─┴─┘                       
Ϯ͘��ĞůƵŵ��

ZWϲ� �ƉĂŬĂŚ�ƐƵĚĂŚ�ŵĞŶĞƌŝŵĂ�ĚĂƚĂ�<WD��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
ĚĂƌŝ�<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ�^ŽƐŝĂů͍�

ϭ͘�^ƵĚĂŚ͕��ƵůĂŶ�└─┴─┘ͬ�dĂŚƵŶ └─┴─┴─┴─┘                       
Ϯ͘��ĞůƵŵ��

ZWϳ������ �ƉĂŬĂŚ�ƐƵĚĂŚ�ŵĞŶĞƌŝŵĂ�WĞĚƵŵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ͍� ϭ͘�^ƵĚĂŚ�
Ϯ͘��ĞůƵŵ�

ZWϴ� �ƉĂŬĂŚ�dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�WƌŽǀŝŶƐŝ�ƚĞůĂŚ�
ŵĞŶƐŽƐŝĂůŝƐĂƐŝŬĂŶ�WƌŽŐƌĂŵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ͍�

ϭ͘�^ƵĚĂŚ͕��ƵůĂŶ�└─┴─┘ͬ�dĂŚƵŶ�└─┴─┴─┴─┘  
Ϯ͘��ĞůƵŵ�ÎZWϭϬ�

ZWϵ� :ŝŬĂ�ƐƵĚĂŚ͕�ŬĞƉĂĚĂ�ƐŝĂƉĂ�ƐĂũĂ�ƐŽƐŝĂůŝƐĂƐŝ�ƚĞƌƐĞďƵƚ�
ĚŝďĞƌŝŬĂŶ͍�

� �
� W/>/,�E��K>�,�>��/,���Z/�^�dh�

Ă͘ dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�<Ăďͬ<ŽƚĂ�
ď͘ dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�<ĞĐĂŵĂƚĂŶ�
Đ͘ >ƵƌĂŚͬ<ĞƉĂůĂ��ĞƐĂ�
Ě͘ WĞůĂŬƐĂŶĂ��ŝƐƚƌŝďƵƐŝ�
Ğ͘ WĞŶĚĂŵƉŝŶŐ�^ŽƐŝĂů�
Ĩ͘ <WD�
Ő͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

ZWϭϬ� �ƉĂŬĂŚ�dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�WƌŽǀŝŶƐŝ�ŵĞůĂŬƐĂŶĂŬĂŶ�
ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ�WƌŽŐƌĂŵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�͍� ϭ͘�zĂ�����Ϯ͘�dŝĚĂŬ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ĂůĂƐĂŶŶǇĂͺͺͺͺ�ÎZWϭϰ�

ZWϭϭ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ƉĞƌŝŽĚĞ�ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ͍�
�

ϭ͘ �ĞďĞƌĂƉĂ�ďƵůĂŶ�ƐĞŬĂůŝ͕�ൢ൞ൣďƵůĂŶ�ƐĞŬĂůŝ�
Ϯ͘ ^ĞƚĂŚƵŶ�ƐĞŬĂůŝ�
ϯ͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�



�

�

ZWϭϮ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�ĚŝůĂŬƵŬĂŶ�Ěŝ�ƚŝŶŐŬĂƚ�ŵĂŶĂ�
ƐĂũĂ͍�

� W/>/,�E��K>�,�>��/,���Z/�^�dh�

Ă͘ WĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�Ěŝ�ƚŝŶŐŬĂƚ�ŬĂďͬŬŽƚĂ��
ď͘ WĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�Ěŝ�ƚŝŶŐŬĂƚ�ŬĞĐĂŵĂƚĂŶ�
Đ͘ WĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�Ěŝ�ƚŝŶŐŬĂƚ�ĚĞƐĂͬŬĞůƵƌĂŚĂŶͬ�

ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂŶ�ƐĞƚŝŶŐŬĂƚ��
Ě͘ WĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�Ěŝ�ƚŝŶŐŬĂƚ�<WD�
Ğ͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

ZWϭϯ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ŚĂů�ĂƉĂ�ƐĂũĂ�ǇĂŶŐ�ĚŝƉĂŶƚĂƵ�dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�
WĂŶŐĂŶ��WƌŽǀŝŶƐŝ�͍�

� W/>/,�E��K>�,�>��/,���Z/�^�dh�
�

Ă͘ WĞŵĞŶƵŚĂŶ�ƚƵŐĂƐ�Θ�ĨƵŶŐƐŝ�dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�
<Ăďͬ<ŽƚĂ�;ƉĞŶǇĞĚŝĂĂŶ��W���ƵŶƚƵŬ��ĂŶƐŽƐ�
ZĂƐƚƌĂ͕�ƐŽƐŝĂůŝƐĂƐŝ͕�ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ͕�ƉĞŶĂŶŐĂŶĂŶ�
ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ͕�ƉĞůĂƉŽƌĂŶ͕�ĚƐďͿ�

ď͘ WĞŵĞŶƵŚĂŶ�ƚƵŐĂƐ�Θ�ĨƵŶŐƐŝ�dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�
ƚŝŶŐŬĂƚ�<ĞĐĂŵĂƚĂŶ��

Đ͘ :ƵŵůĂŚ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�Ěŝ�ƚŝŶŐŬĂƚ�d��ĚĂŶ�<WD�
Ě͘ <ƵĂůŝƚĂƐ�ďĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ğ͘ <ĞƚĞƉĂƚĂŶ�ƐĂƐĂƌĂŶ�ƉĞŶĞƌŝŵĂ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ��
Ĩ͘ <ĞƚĞƉĂƚĂŶ�ǁĂŬƚƵ�ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ő͘ WĞŵĂŶƚĂƵĂŶ�ŬĞ�'ƵĚĂŶŐ�WĞƌƵŵ��ƵůŽŐ�
Ś͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

ZWϭϰ� �ƉĂŬĂŚ�ĂĚĂ�ƵŶŝƚ�ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ�ƐĞƉĞƌƚŝ�ǇĂŶŐ�ĚŝĂƚƵƌ�
ĚĂůĂŵ�WĞĚƵŵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�Ěŝ�ƉƌŽǀŝŶƐŝ�ŝŶŝ͍�

ϭ͘��ĚĂ������
Ϯ͘�dŝĚĂŬ�ĂĚĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ĂůĂƐĂŶŶǇĂ͘͘͘͘͘͘͘͘ÎZWϭϴ�

ZWϭϱ� :ŝŬĂ�ǇĂ͕�ĂƉĂŬĂŚ�ĂĚĂ�ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ�ŵĞŶŐĞŶĂŝ��ĂŶƐŽƐ�
ZĂƐƚƌĂ�ĚĂƌŝ�ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚ͍� ϭ͘��ĚĂ�������������������������������Ϯ͘�dŝĚĂŬ�ĂĚĂÎZWϭϴ�

ZWϭϲ� DĞŶŐĞŶĂŝ�ĂƉĂ�ƐĂũĂ�ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍�
�
� W/>/,�E��K>�,�>��/,���Z/�^�dh�
�

Ă͘ :ƵŵůĂŚ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
ď͘ <ƵĂůŝƚĂƐ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Đ͘ �ŝĂǇĂ�ǇĂŶŐ�ĚŝŬĞůƵĂƌŬĂŶ�ƵŶƚƵŬ�ŵĞŶĚĂƉĂƚŬĂŶ�

�ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ě͘ tĂŬƚƵ�ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ğ͘ ^ĂƐĂƌĂŶͬ�ƉĞŶĞƌŝŵĂ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
Ĩ͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

ZWϭϳ� �ĂŐĂŝŵĂŶĂ�ƉĞŶĂŶŐĂŶĂŶ�ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍� ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�

ZWϭϴ� �ƉĂŬĂŚ�ƐƵĚĂŚ�ŵĞŶĞƌŝŵĂ���͕�&ZW͕��WDͲϭ�ĚĂŶ��WDͲ
Ϯ�ĚĂƌŝ�<ĂďƵƉĂƚĞŶͬ<ŽƚĂ͍� ϭ͘��ĚĂ��������������Ϯ͘�dŝĚĂŬ�ĂĚĂ�ÎZWϮϭ�

ZWϭϵ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ĚĂƌŝ�ďĞƌĂƉĂ�ŬĂďͬŬŽƚĂ͍�
 └─┴─┘ŬĂďͬŬŽƚĂ����Ϯ͘�d/��<�d�,h�

ZWϮϬ� <ĂƉĂŶ�ƚĞƌĂŬŚŝƌ�ŵĞŶǇĂŵƉĂŝŬĂŶ�ůĂƉŽƌĂŶ�ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ�
WƌŽŐƌĂŵ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ŬĞ�dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�
WƵƐĂƚ͍�

�ƵůĂŶ�└─┴─┘ͬ�dĂŚƵŶ�└─┴─┴─┴─┘  �

�

�

�

�

�

 

 



�

�

&KZDh>/Z�W�D�Ed�h�E�WZK'Z�D���E^K^�Z�^dZ��ʹ��^h��/sZ���h>K'�

WZKs/E^/� � d�E''�>�W�D�Ed�h�E� �

<��hW�d�E� � E�D��W�D�Ed�h� �

�h>K'�^h��/sZ�� � :���d�E�W�D�Ed�h� �

E�D��E�Z�^hD��Z� � d�>�WKEͬ,W�W�D�Ed�h� �

:���d�E�E�Z�^hD��Z� � � �

�
�>ϭ� <ĂƉĂŶ�ŵĞŶĞƌŝŵĂ�^ƵƌĂƚ�WĞƌŝŶƚĂŚ�WĞŶǇĂůƵƌĂŶ��ĂŶƐŽƐ�

ZĂƐƚƌĂ�ĚĂƌŝ�<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ�^ŽƐŝĂů͍��
�͘ ^WW��ǁĂů�͗� └─┴─┘  └─┴─┴─┴─┘�
�͘ ^WW��ŬŚŝƌ�͗� └─┴─┘  └─┴─┴─┴─┘�

�>Ϯ� <ĂƉĂŶ�ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ƚĞƌĂŬŚŝƌ͍� └─┴─┘  └─┴─┴─┴─┘�
�>ϯ� �ƉĂŬĂŚ�ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ĚŝůĂŬƵŬĂŶ�ƐĞƚŝĂƉ�

ďƵůĂŶ͍�� ϭ͘�zĂ�Î�>ϲ�����������Ϯ͘�dŝĚĂŬ�

�>ϰ� :ŝŬĂ�ƚŝĚĂŬ�ƐĞƚŝĂƉ�ďƵůĂŶŶǇĂ͕�ďĞƌĂƉĂ�ďƵůĂŶ�ƐĞŬĂůŝ�
� ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ĚŝůĂŬƵŬĂŶ͍�

�

�>ϱ� DĞŶŐĂƉĂ�ƚŝĚĂŬ�ƐĞƚŝĂƉ�ďƵůĂŶ�ŵĞŶǇĂůƵƌŬĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ͍�
�ƉĂŬĂŚ�ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ�ƚŝĚĂŬ�ƐĞƚŝĂƉ�ďƵůĂŶ�ƐƵĚĂŚ�
ĚŝŬŽŽƌĚŝŶĂƐŝŬĂŶ�ŬĞ��ŝŶĂƐ�^ŽƐŝĂů�ĚĂŶ�<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ�
^ŽƐŝĂů͍:ĞůĂƐŬĂŶ�

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�

�>ϲ� �ŝ�ŵĂŶĂ�ůŽŬĂƐŝ�dŝƚŝŬ��ŝƐƚƌŝďƵƐŝ�;d�Ϳ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ƵŶƚƵŬ�
ŬĂďͬŬŽƚĂ�ŝŶŝ�;ǁŝůĂǇĂŚ�ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶͿ͍�W/>/,�E��K>�,�>��/,�
��Z/�^�dh�

Ă͘ <ĞĐĂŵĂƚĂŶ�
ď͘ �ĞƐĂͬ<ĞůƵƌĂŚĂŶ�
Đ͘ �ƵƐƵŶͬZdͲZtͬ>ŝŶŐŬƵŶŐĂŶ�
Ě͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

�>ϳ� �ƉĂŬĂŚ�ĂĚĂ�ƉĞƌŵŝŶƚĂĂŶ�ĚĂƌŝ�WĞŵĚĂ�ƵŶƚƵŬ�ŵĞŶŐƵďĂŚ�
ůŽŬĂƐŝ�d�͍� ϭ͘�zĂ�������Ϯ͘�dŝĚĂŬÎ�>ϵ�

�>ϴ� :ŝŬĂ�ǇĂ͕�ĂƉĂŬĂŚ�ĂĚĂ�ƚĂŵďĂŚĂŶ�ďŝĂǇĂ�ǇĂŶŐ�ĚŝŵŝŶƚĂ�ĚĂƌŝ�
WĞŵĚĂ͍� ϭ͘�zĂ�������Ϯ͘�dŝĚĂŬ�

�>ϵ� �ƉĂŬĂŚ�ĂĚĂ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ǇĂŶŐ�ĚŝƚŽůĂŬ�Ěŝ�d�͍� ϭ͘�zĂ�������Ϯ͘�dŝĚĂŬÎ�>ϭϰ�

�>ϭϬ� :ŝŬĂ�ǇĂ͕�ĂƉĂŬĂŚ�ĂůĂƐĂŶ�ƉĞŶŽůĂŬĂŶͬƉĞŶŐĞŵďĂůŝĂŶ��ĂŶƐŽƐ�
ZĂƐƚƌĂ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍�W/>/,�E��K>�,�>��/,���Z/�^�dh�

Ă͘ <ƵĂůŝƚĂƐ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ďƵƌƵŬ�
ď͘ :ƵŵůĂŚ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ŬƵƌĂŶŐ�
Đ͘ >ĂŝŶŶǇĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�

�>ϭϭ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ĂƉĂŬĂŚ�ŵĞŶĞƌŝŵĂ�ŬĞŵďĂůŝ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�ǇĂŶŐ�
ĚŝƚŽůĂŬͬĚŝŬĞŵďĂůŝŬĂŶ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍�

ϭ͘�zĂ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ĂůĂƐĂŶŶǇĂͺͺͺͺ����������������������������������
Ϯ͘�dŝĚĂŬ͕�ƐĞďƵƚŬĂŶ�ĂůĂƐĂŶŶǇĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 

�>ϭϮ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ďĞƌĂƉĂ�ůĂŵĂ�ǁĂŬƚƵ�ƉĞŶŐŐĂŶƚŝĂŶ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂ�
ǇĂŶŐ�ĚŝƚŽůĂŬͬĚŝŬĞŵďĂůŝŬĂŶ�ƚĞƌƐĞďƵƚ͍� └─┴─┘  

�>ϭϯ� :ŝŬĂ�zĂ͕�ĂƉĂŬĂŚ�ĂĚĂ�ďŝĂǇĂ�ƚĂŵďĂŚĂŶ�ǇĂŶŐ�ĚŝŵŝŶƚĂ͍� ϭ͘�zĂ��������Ϯ͘�dŝĚĂŬ 
�>ϭϰ� �ƉĂŬĂŚ�ĂĚĂ�ƉĞƌĂŶ�ƉĞŶŐĂǁĂƐĂŶ�ĚĂƌŝ�dŝŬŽƌ��ĂŶƐŽƐ�WĂŶŐĂŶ�

<Ăďͬ<ŽƚĂ�;ŬŚƵƐƵƐŶǇĂ�ƚĞƌŚĂĚĂƉ�ŬƵĂůŝƚĂƐ��ĂŶƐŽƐ�ZĂƐƚƌĂͿ�
ϭ͘�zĂ��������Ϯ͘��dŝĚĂŬÎ^dKW 

�>ϭϱ� :ŝŬĂ�ĂĚĂ͕�ďĂŐĂŝŵĂŶĂ�ƉĞŶŐĂǁĂƐĂŶ�ƚĞƌƐĞďƵƚ�ĚŝůĂŬƵŬĂŶ͍� ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�
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